PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 12TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PERAWANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024-2044
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan
Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Perawang
Tahun 2024-2044;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 162);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
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2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten,
Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan
Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata
Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021
tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15
Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 530);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun
2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi



Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun
2015 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Siak Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG KAWASAN PERKOTAAN PERAWANG TAHUN
2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.
12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Siak.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh
Camat.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam
wilayah kerja kecamatan.

Kampung atau yang disebut dengan nama lain Kampung adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di
daerah kabupaten.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan
tata ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan
Pola Ruang sesuai dengan RTR melewati penyusunan dan pelaksanaan
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program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
Tata Ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana
secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan
PZ kabupaten.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang
penetapan Zonanya dalam RDTR.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari
kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu
disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW
Kabupaten yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari
WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan
fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran
udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti
rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai
dengan rencana kota.

Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi,
sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan dan/atau regional.

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan
ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial,
dan/atau administrasi yang melayani wilayah lingkungan permukiman
perkotaan.

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial
dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/Kampung.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna
antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat
kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan
lokal.

Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna
pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan
wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau
pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat
kegiatan lingkungan.

Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat
kegiatan di dalam kawasan perKampungan dan jalan di dalam lingkungan
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kawasan perKampungan.

Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha,
perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi
melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam
provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perKampungan (ADES).
Terminal Barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat
barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi
barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas
permukaan tanah.

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang
melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang
dan/atau barang.

Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk
keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian
stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang
per hari.

Alur-Pelayaran Kelas I adalah Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan
bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari
di bawah kewenangan Pemerintah.

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan
untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau
danau yang bersifat pengumpan.

Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang digunakan untuk
kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.

Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam
negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama
dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asl tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan
dalam kabupaten/kota.

Terminal Umum adalah Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di
luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan
umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha
pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan
kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam
jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian
konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja
dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha
pokoknya.

Sarana Penyimpanan Bahan Bakar adalah tempat penyimpanan bahan bakar
beserta fasilitas pendukungnya.

Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang
Pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di
permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-
pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di
permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-
konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35
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kV sampai dengan 230 kV.

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35
kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai
dengan 1.000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang
memanfaatkan tenaga uap.

Pembangkit Listrik Lainnya adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan
tenaga lainnya.

Gardu Distribusi adalah Gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan
tegangan primer menjadi tegangan sekunder.

Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis
serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan
lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi
ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Sentral Telepon Otomat (STO) adalah Tempat atau instalasi bangunan telepon
otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang
merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.

Jaringan Pengendalian Banjir adalah Jaringan yang dapat memperlambat
waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Bangunan Pengendalian Banjir adalah Bangunan yang dapat memperlambat
waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Bangunan pengambil air baku adalah Bangunan yang berfungsi sebagai
pengambilan dan atau penyedia air baku.

Jaringan Transmisi Air Baku adalah Pipa yang berfungsi sebagai pengambilan
atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Instalasi Produksi adalah Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat
dikonsumsi.

Bangunan Penampung Air adalah Bangunan atau konstruksi yang dibangun
dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk
menampung air minum.

Jaringan Transmisi Air Minum adalah Pipa yang digunakan untuk
pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan
mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Sistem
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan
pendauran ulang skala kawasan.

Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan
air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air
penerima.

Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari
saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase
primer.

Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran
penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan
TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.

Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi
pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi
bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
Tempat Evakuasi Akhir adalah Tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang
dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam
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Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun
terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana
pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas
pergantian moda.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya
buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan.

Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa
sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang
diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola
lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah,
kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan
pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan
kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara
lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta
kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air,
ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia dan sumber daya buatan.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara
kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan
bahu jalan.

Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan
untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan
mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan
pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Zona Pariwisata dengan kode W adalah Peruntukan ruang yang memiliki fungsi
utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik
alam, buatan, maupun budaya.

Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas
kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang
yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa
pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi,
dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan
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kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha,
serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan
untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat
bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial
pendukungnya.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang
difungsikan untuk kegiatan meliputi tempat evakuasi sementara, tempat
evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air
limbah, pengembangan nuklir dan/atau pergudangan.

Zona Transportasi dengan kode TR adalah Peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung
fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan
pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang
yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang
yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan,
termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah Suatu hamparan lahan yang
bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah
perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan
sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan
untuk melayani penduduk satu kecamatan.

Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan
untuk melayani penduduk satu kelurahan.

Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka
hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu
juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan
berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta
fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber
pendapatan.

Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman
serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan
(RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering
disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang
pada umumnya berwarna hijau.

Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang
memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan
basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan
ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan
perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan
ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan
perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan
luas lahan.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan
ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan
perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang
yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang
yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
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Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah
peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan
perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan
dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan
perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan
dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan
perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan
dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas
persil/kaveling. KDB ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian
atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien
perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas
persil/kaveling. KLB ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan,
ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan
terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan
gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas
persil/kaveling. KDH digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan
secara umum pada suatu zona. KDH ditetapkan dengan mempertimbangkan
tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.

Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luasan untuk zona perumahan
yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor
pertanahan setempat.

Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka
persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar
bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan
perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.

Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi bangunan
gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum
puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam
satuan meter.

Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak
antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan
dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan,
kenyamanan, dan estetika.

Jarak bebas antar bangunan adalah adalah jarak antara satu bidang bangunan
dengan bangunan lain di sebelahnya yang harus memenuhi ketentuan tentang
jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
Jarak bebas samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum
antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain
dalam penyelenggaraan penataan ruang.



BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

a.
b.

ruang lingkup peraturan bupati; dan
ruang lingkup WP.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
meliputi:

mo oo

(1)
(2)

(3)

(4)

tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;
PZ; dan

kelembagaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 4

Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disebut

sebagai Kawasan Perkotaan Perawang.

Kawasan Perkotaan Perawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah seluas

6.786,46 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma empat enam)

hektare beserta ruang udara diatasnya dan ruang di dalam bumi.

Batas Kawasan Perkotaan Perawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Jl. Bunut - Muara di Kampung Pinang
Sebatang Barat;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Meredan,;

c. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Kampung Meredan Barat; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan sebagian Kampung Pinang Sebatang dan
Kampung Tualang Timur.

Kawasan Perkotaan Perawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

administrasi meliputi:

a. Kelurahan Perawang seluas 673,41 (enam ratus tujuh puluh tiga koma
empat satu) hektare;

b. sebagian Kampung Meredan Barat seluas 21,74 (dua puluh satu koma tujuh
empat) hektare;

c. sebagian Kampung Perawang Barat seluas 1.261,62 (seribu dua ratus enam
puluh satu koma enam dua) hektare;

d. sebagian Kampung Pinang Sebatang seluas 1.345,36 (seribu tiga ratus
empat puluh lima koma tiga enam) hektare;

e. sebagian Kampung Pinang Sebatang Barat 1.119,89 (seribu seratus
sembilan belas koma delapan sembilan) hektare;

f. sebagian Kampung Pinang Sebatang Timur seluas 750,61 (tujuh ratus lima
puluh koma enam satu) hektare; dan



g. sebagian Kampung Tualang seluas 1.613,83 (seribu enam ratus tiga belas
koma delapan tiga) hektare.

(5) Kawasan Perkotaan Perawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
menjadi 2 (dua) SWP terdiri atas:

a. SWP A seluas 3.525,25 (tiga ribu lima ratus dua puluh lima koma dua lima)
hektare terbagi menjadi 3 (tiga) blok meliputi:
1. Blok A.1 seluas 1.455,13 (seribu empat ratus lima puluh lima koma satu
tiga) hektare;
2. Blok A.2 seluas 983,51 (sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima
satu) hektare; dan
3. Blok A.3 seluas 1.086,62 (seribu delapan puluh enam koma enam dua)
hektare.
b. SWP B seluas 3.261,21 (tiga ribu dua ratus enam puluh satu koma dua
satu) hektare terbagi menjadi 2 (dua) blok meliputi:
1. Blok B.1 seluas 981,21 (sembilan ratus delapan puluh satu koma dua
satu) hektare; dan
2. Blok B.2 seluas 2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh koma nol
nol) hektare.

(6) Delineasi Kawasan Perkotaan Perawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah
mewujudkan Kawasan Perkotaan Perawang sebagai pusat kegiatan lokal berbasis
agribisnis dan agroindustri dengan didukung peningkatan infrastruktur dan
aksesibilitas yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
meliputi:

rencana pengembangan pusat pelayanan;

rencana jaringan transportasi;

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;

rencana jaringan sumber daya air;

rencana jaringan air minum;

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya

dan beracun (B3);

. rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

rencana jaringan prasarana lainnya.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

(4)

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;

b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan

c. pusat pelayanan lingkungan.

Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdapat di SWP A pada Blok A.2.

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.3; dan

b. SWP B pada Blok B.2.

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 ; dan

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 8

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b meliputi:

Jalan Kolektor Primer;

Jalan Lokal Primer;

Jalan Lingkungan Primer;

Jalan Khusus;

Terminal Penumpang Tipe B;

Terminal Barang;

Jembatan;

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;

Stasiun Kereta Api;

Alur-Pelayaran Kelas I;

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan;

Pelabuhan Penyeberangan Kelas III;
. Pelabuhan Pengumpan Lokal;
. Terminal Umum; dan
o. Terminal Khusus.
Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur melewati SWP A.
Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP
A dan SWP B.
Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
melewati SWP A dan SWP B.
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(9)
(6)
(7)
(8)

9)

(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(1)

(2)

Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati SWP A

dan SWP B.

Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu

Terminal Penumpang Tualang berada di SWP A pada Blok A.3.

Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Terminal

Barang Tualang berada di SWP B pada Blok B.2.

Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di SWP A pada

Blok A.1.

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h berupa jaringan jalur kereta api antarkota Pekanbaru - Perawang —

Buatan — Tanjung Buton melewati SWP A dan SWP B.

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi berupa Stasiun

Penumpang Sedang berada di SWP A pada Blok A.3.

Alur-Pelayaran Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j melewati

SWP A dan SWP B.

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf k berada di:

a. SWP A pada Blok A.1; dan

b. SWP B pada Blok B.2.

Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

1 meliputi:

a. Pelabuhan Penyeberangan Meredan di SWP A pada Blok A.1; dan

b. Pelabuhan Penyeberangan Tualang di SWP A pada Blok A.1 dan SWP B pada
Blok B.2.

Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m

berada di SWP A pada Blok A.1.

Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa terminal

umum Perawang yang merupakan bagian dari Pelabuhan Pekanbaru berada di

SWP B pada Blok B.2.

Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berada di:

a. SWP A pada Blok A.1; dan

b. SWP B pada Blok B.2.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian

detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
c meliputi:

a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;

b. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-
Kilang Pengolahan;

Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);

Pembangkit Listrik Lainnya;

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan

i. Gardu Listrik.

Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa Sarana Penyimpanan Bahan Bakar terdapat di SWP A Blok A.1.
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(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(1)

(2)

(3)
(4)

(9)

(6)

Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-
Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang
pengolahan melewati SWP B.

Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati SWP A dan SWP B.
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdapat di SWP B pada Blok B.2.

Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
terdapat di SWP B pada Blok B.2.

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f meliputi:

a. SUTT 150 kV Perawang - Siak Sri Indrapura melewati SWP A; dan

b. SUTT 115 kV Pertamina Hulu-Rokan melewati SWP A dan SWP B.

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g melewati SWP A dan SWP B.

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h melewati SWP A dan SWP B.

Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa Gardu
Distribusi terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf d meliputi:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Jaringan Serat Optik; dan

b. Sentral Telepon Otomat (STO).

Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati
SWP A dan SWP B.

Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
terdapat di SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa
Menara Base Transceiver Station (BTS) terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1.4
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf e berupa sistem pengendalian banjir.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jaringan Pengendalian Banjir dan

b. Bangunan Pengendalian Banjir.

Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
melewati SWP A dan SWP B.

Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
terdapat di SWP A pada Blok A.1 dan SWP B pada Blok B.1.

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 12

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf f berupa jaringan perpipaan yang meliputi:

a. unit air baku; dan

b. unit produksi.

Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Bangunan Pengambil Air Baku terdapat di SWP A pada Blok A.1; dan

b. Jaringan Transmisi Air Baku melewati SWP A.

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Instalasi Produksi terdapat di SWP A pada Blok A.1;

b. Bangunan Penampung Air terdapat di SWP A pada Blok A.2; dan

c. Jaringan Transmisi Air Minum melewati SWP A dan SWP B.

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

(1)

(2)

(3)

Dan Beracun (B3)
Pasal 13

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:
a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan

b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa Sub-sistem Pengolahan Setempat terdapat di SWP
A pada Blok A.1 dan Blok A.2.

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan

b. SWP B pada Blok B.2.
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Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf h berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
i meliputi:

a. Jaringan Drainase Primer;

b. Jaringan Drainase Sekunder; dan

c. Jaringan Drainase Tersier.

Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
melewati SWP A dan SWP B.

Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
melewati SWP A dan SWP B.

Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
melewati SWP A dan SWP B.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf j meliputi:

a. Jalur Evakuasi Bencana;

b. Tempat Evakuasi; dan

c. Jaringan Pejalan Kaki.

Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur melewati
SWP A;

b. Jl. Ceras melewati SWP A;
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J1. Hang Tuah melewati SWP A;

J1. M. Yamin melewati SWP A,;

J1. M.Ali melewati SWP A;

Jl. Maredan-Ferry melewati SWP A;

J1. Pipa melewati SWP A dan SWP B;

. J1. Raya Perawang melewati SWP A dan SWP B;

Jl. Sultan Syarif Qasim melewati SWP A;

J1. Pertiwi melewati SWP B; dan

ruas jalan lain melewati SWP A dan SWP B.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Tempat Evakuasi Sementara; dan

b. Tempat Evakuasi Akhir.

Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi:

a. Taman Matuyoko di SWP A pada Blok A.2;

b. Aula Tapian Nauli Perawang di SWP A pada Blok A.3; dan

c. Halaman Pasar Bunut di SWP B pada Blok B.2.

Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada
di GOR Tualang di SWP A pada Blok A.3.

Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi
jalan Raya Perawang melewati SWP A.

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ meliputi:
a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Zona Badan Air dengan kode BA;

b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan

c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Zona Pertanian dengan kode P;

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;

Zona Pariwisata dengan kode W;

Zona Perumahan dengan kode R;

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

Zona Perkantoran dengan kode KT;

Zona Transportasi dengan kode TR; dan

Zona Pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Peta rencana Pola Ruang RDTR merupakan peta zonasi (zoning map) untuk
Peraturan Zonasi.
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(5) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf

a dengan luas 212,69 (dua ratus dua belas koma enam sembilan) hektare terdapat
di:

a. SWP A pada Blok A.1; dan
b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf b dengan luas 115,45 (seratus lima belas koma empat lima) hektare
terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1; dan
b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf c dengan luas 161,10 (seratus enam puluh satu koma
satu nol) hektare meliputi:

a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1

b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luas 138,68 (seratus tiga puluh delapan koma enam delapan)
hektare terdapat di SWP B Blok B.2.

(3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dengan luas 7,57 (tujuh koma lima tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan
b. SWP B pada Blok B.2.

(4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dengan luas 10,99 (sepuluh koma sembilan sembilan) hektare
terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan
b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.



(5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dengan luas 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.3; dan
b. SWP B pada Blok B.2.

(6)  Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dengan luas 1,49 (satu koma empat sembilan) hektare terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan
b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 21

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
huruf a dengan luas 168,61 (seratus enam puluh delapan koma enam satu) hektare
terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan
b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 22

(1)  Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
huruf b berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

(2)  Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 1.672,14 (seribu enam ratus tujuh puluh dua koma satu empat)
hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan
b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 23

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3) huruf c dengan luas 1.670,03 (seribu enam ratus tujuh puluh koma
nol tiga) hektare terdapat di SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 24

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf
d dengan luas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3; dan
b. SWP B pada Blok B.2.
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Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 25

Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(3) huruf e dengan luas 2.071,49 (dua ribu tujuh puluh satu koma empat
sembilan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan

c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.185,71 (seribu seratus delapan
puluh lima koma tujuh satu) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 734,79 (tujuh ratus tiga puluh
empat koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:

c. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan

d. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 150,99 (seratus lima puluh koma
sembilan sembilan) hektare terdapat di SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3) huruf f dengan luas 74,08 (tujuh puluh empat koma nol
delapan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) hektare
terdapat di SWP A pada Blok A.3.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan luas 37,08 (tiga puluh tujuh koma nol delapan)
hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dengan luas 23,21 (dua puluh tiga koma dua satu) hektare
terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan

b. SWP B pada Blok B.2.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3) huruf g dengan luas 594,45 (lima ratus sembilan puluh empat
koma empat lima) hektare meliputi:



a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 70,29 (tujuh puluh koma dua
sembilan) hektare terdapat di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3.

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 480,66 (empat ratus delapan
puluh koma enam enam) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan
b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

(4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 43,50 (empat puluh tiga koma lima
nol) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan
b. SWP B pada Blok B.2.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 28

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
huruf h dengan luas 8,51 (delapan koma lima satu) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan
b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 29

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
huruf i dengan luas 34,38 (tiga puluh empat koma tiga delapan) hektare terdapat di:

a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3; dan
b. SWP B Blok B.2.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3) huruf j dengan luas 0,68 (nol koma enam delapan) hektare terdapat
di:

a. Koramil 10/Perawang di SWP A pada Blok A.2; dan
b. Pos Babinpotmar Perawang di SWP B pada Blok B.2.
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BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d
merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana
pola ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Perawang.

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. KKKPR; dan

b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Pasal 32

Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam
pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 33

Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (2) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program
pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan S (lima) tahunan sampai
akhir tahun masa perencanaan.

Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;

lokasi;

sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, merupakan program-program pengembangan WP yang
diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau
diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki
nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola
ruang di WP sesuai tujuan penataan WP, meliputi:

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat
dimana program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak;

swasta;

masyarakat; dan/atau
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f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Provinsi;

c. Pemerintah Kabupaten;

d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

f. swasta; dan/atau

g. masyarakat.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
e meliputi:

a. Program Jangka Menengah - 1 (PJM - 1) tahun 2024;

b. Program Jangka Menengah - 2 (PJM - 2) tahun 2025-2029;

c. Program Jangka Menengah - 3 (PJM - 3) tahun 2030-2034;

d. Program Jangka Menengah - 4 (PJM - 4) tahun 2035-2039; dan
e. Program Jangka Menengah - 5 (PJM - 5) tahun 2040-2044.

Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berfungsi sebagai:

a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang
di bawah tanah;

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan
penetapan lokasi investasi.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti tata

cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang Penataan Ruang yang berlaku.

Manfaat PZ pada Peraturan Bupati ini meliputi:

a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang
ditetapkan;

b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan

c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa aturan dasar.

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal,

ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.
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Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan

Pasal 35

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (5) huruf a terdiri atas:

a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau

d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan

dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang
sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas

dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk
pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona
maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan
tertentu yang diusulkan;

b. klasifikasi T2 berupa Pembatasan luas suatu kegiatan sebesar maksimum
50% (lima puluh persen) dari luas persil; dan

c. Klasifikasi T3 berupa terbatas untuk kegiatan industri mikro dan kecil.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan

klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kategori

kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan—persyaratan
tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi B1 berupa kegiatan yang bersyarat wajib memiliki kajian dampak
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang
berlaku;

b. klasifikasi B2 berupa kegiatan yang bersyarat wajib mendapat rekomendasi
dari instansi berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan

c. klasifikasi B3 berupa kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berada
pada lahan Barang Milik Negara (BMN).
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan
klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan
dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan
lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar
bagi lingkungan dan sekitarnya.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan
penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati
menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari
Forum Penataan Ruang Kabupaten Siak.
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Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 36

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (5) huruf b, berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang
diperbolehkan, meliputi:

KDB maksimum;

KLB maksimum;

KDH minimum;

KTB maksimum; dan

luas kaveling minimum.

Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
diperuntukkan untuk Zona Perumahan seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan zona atau sub-zona pada tabel ketentuan intensitas pemanfaatan
ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5)
huruf ¢ meliputi:

a. TB maksimum;

b. GSB minimum;

c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan

d. JBS minimum.

Ketentuan GSB minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mengikuti ketentuan pada Keputusan Bupati Siak tentang GSB di Kabupaten
Siak.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
Zona atau Sub-zona pada tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 38

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (5) huruf d meliputi:

jalur pejalan kaki;

ruang terbuka hijau;

ruang terbuka non hijau,;

utilitas perkotaan;

prasarana lingkungan; dan

fasilitas pendukung.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa penyediaan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang
dipersyaratkan sesuai dengan Zona atau Sub-zona tercantum dalam Lampiran
VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 39

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf e,
merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena
adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum
diatur pada Zona atau Sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:

a.
b.
C.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
Ketentuan khusus kawasan sempadan.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi seluas 2.399,78 (dua
ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) hektare
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1; dan

2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP B Blok B.2.
Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP B pada
Blok B.2.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1; dan

2. SWP B pada Blok B.2.

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan

2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP
B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1; dan

2. SWP B pada Blok B.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan

2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan

2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP A pada Blok
A.3.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan

2. SWP B pada Blok B.1.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3; dan

2. SWP B pada Blok B.2.

. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan

2. SWP B pada Blok B.2.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di
SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2.

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di

1. SWP A pada Blok A.1; dan

2. SWP B pada Blok B.2.

Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1; dan

2. SWP B pada Blok B.2.



(3)

(4)

q. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP B
pada Blok B.2.
Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas 11,65 (sebelas koma enam lima) hektare meliputi:
a. Tempat evakuasi sementara terdapat di:
1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 pada SWP A Blok A.2;
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 pada SWP A Blok
A.3; dan
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 pada
SWP B Blok B.2.
b. Tempat evakuasi akhir terdapat di Sub-Zona SPU skala kota dengan kode
SPU-1 pada SWP A Blok A.3.
Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:
a. kawasan sempadan sungai seluas 63,75 (enam puluh tiga koma tujuh lima)
hektare berada di:
1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP B
pada Blok B.2.
2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP B
pada Blok B.2.
3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP A pada Blok
A.l.
4. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di
SWP B pada Blok B.2.
5. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
a) SWP A pada Blok A.1; dan
b) SWP B pada Blok B.2.
6. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
a) SWP A pada Blok A.1; dan
b) SWP B pada Blok B.2.
7. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
a) SWP A pada Blok A.1; dan
b) SWP B pada Blok B.2.
8. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP
A pada Blok A.1.
9. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
a) SWP A pada Blok A.1; dan
b) SWP B pada Blok B.2.
10. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat
di:
a) SWP A pada Blok A.1; dan
b) SWP B pada Blok B.2.
11. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat
di SWP A pada Blok A.1.
12. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
a) SWP A pada Blok A.1; dan
b) SWP B pada Blok B.2.
13. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
a) SWP A pada Blok A.1; dan
b) SWP B pada Blok B.2.
14. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP
B pada Blok B.2.
b. kawasan sempadan pipa/kabel seluas 14,83 (empat belas koma delapan
tiga) hektare berada di:
1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP B
pada Blok B.2.
2. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
a) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3; dan
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b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

a) SWP A pada Blok A.3; dan

b) SWP B pada Blok B.1.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
a) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3; dan

b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
a) SWP A pada Blok A.3; dan

b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP
B pada Blok B.1.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP
B pada Blok B.2.

c. kawasan sempadan ketenagalistrikan seluas 23,18 (dua puluh tiga koma
satu delapan) hektare berada di:

1.

10.

11.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:

a) SWP A pada Blok A.1; dan

b) SWP B pada Blok B.2.

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP A pada Blok
A.1, Blok A.2, dan Blok A.3.

Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP B pada Blok B.2.
Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan

b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di
SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di
SWP A pada Blok A.2.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP
A pada Blok A.1.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP A
pada Blok A.1 dan Blok A.2.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat
di SWP A pada Blok A.2.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat
di SWP A pada Blok A.1.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat
di SWP A pada Blok A.2.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IX, IX.1, IX.2, dan IX.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 40

Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (5) huruf f,
berupa pemberian insentif dan disinsentif.

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pemberian insentif dan disinsentif terkait pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan
kepada masyarakat.
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Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan
pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan
dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi
kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan
memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat

berupa:

keringanan pajak;

pemberian kompensasi;

subsidi silang;

imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah

Daerah.

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat

berupa:

a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang
dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat
pemanfaatan ruang;

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

c. pengenaan kompensasi atau imbalan.

Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dan ayat (6) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri

sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
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BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 41

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dibentuk
Forum Penataan Ruang Kabupaten Siak.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Siak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat dan Kelompok
Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok
Kerja Pemanfaatan Ruang serta Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan
Ruang.

Keanggotaan dalam membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang
Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas instansi
vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi
Akademisi, dan Tokoh Masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja
Forum Penataan Ruang Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Perawang adalah 20 (dua puluh)
tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1
(satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
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Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR

Kawasan Perkotaan Perawang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam

setiap periode S (lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang;
atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan

Bupati Siak tentang RDTR Kawasan Perkotaan Perawang dapat

direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam
peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.

Peraturan Bupati Siak tentang RDTR Kawasan Perkotaan Perawang Tahun

2024-2044 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan Peraturan yang
berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih
tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya dan sudah habis
masa berlakunya, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

2. untuk yang sedang atau/dan sudah dilaksanakan pembangunannya,
izin yang telah diterbitkan tetap berlaku, namun tidak diperbolehkan
adanya pengembangan.

Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan

disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
_pada tanggal 05 Februsri 2024

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 05 Februari 2024
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TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang Prioritas

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM- PJM-2 (2025-2029)

1 (2030-
2024 2025 2026 2027 2028 2029 ..

Lokasi

PJM-3 PJM-4 | PIM-5
(2035-
2039)

Lampiran IV :

(2040-
2044)

Sumber
Pendanaan

Peraturan Bupati Siak
Nomor Tahun 2024
Tanggal 2024

Instansi
Pelaksana

Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat
Pelayanan

Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL) yang mencakup Pusat Pelayanan Kota/Kawasan
Perkotaan

SWP A Blok A.2

APBD

Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak
1. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman
3. Dinas
Lingkungan
Hidup

Penyusunan rencana desain pembangunan landmark
kawasan

SWP A Blok A.2

APBD

Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman

3. Dinas
Lingkungan
Hidup




Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pembangunan landmark penanda kawasan

Lokasi

SWP A Blok A.2

PJM-
1
2024

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-3 PJM-4 | PJM-5

PJM-2 (2025-2029)
2026 2027 2028 2029

(2030-
2034)

(2035-
2039)

(2040-
2044)

Sumber
Pendanaan

APBD
Kabupaten

Instansi
Pelaksana

Pemerintah

Kabupaten Siak

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan

Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman

3. Dinas

Lingkungan
Hidup

Penataan pasar Tuah Serumpun

SWP A Blok A.2

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Pusat
Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SWP A Blok A.2

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan

Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman

3. Dinas

Lingkungan
Hidup

1.2

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Sub
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

a. SWP A Blok
A.3

b. SWP B Blok
B.2

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan

Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

1.3 |Pusat Pelayanan Lingkungan -
Pemerintah
Kabupaten Siak
a. SWP A Blok 1. Badan
A.1 dan Blok Perencanaan
Pengembangan fasilitas umum, sosial, dan utilitas pada A3 APBD Pembangunan
pusat lingkungan kelurahan/desa b. SWP B Blok Kabupaten Daerah
B.1 dan Blok 2. Dinas Pekerjaan
B.2 Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman
2 |Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi
2.1 |Jalan Kolektor Primer
Pemerintah

Provinsi Riau

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

Pemerintah

Provinsi Riau

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang,
Perumahan,
Kawasan

APBD Permukiman

Provinsi Dan Pertanahan

2. Dinas
Perhubungan

APBD
Provinsi

Pemeliharaan jalan kolektor primer ruas jalan Simpang
a. . . . . SWP A
Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur

b |Penyediaan fasilitas sarana rambu lalu lintas SWP A




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Jalan Lokal Primer

Lokasi

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5
(2030- (2035- | (2040-

2025 2034) 2039) | 2044)

2026 2027 2028 2029

SWP A dan SWP

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman

2. Dinas
Perhubungan

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman

2. Dinas
Perhubungan

a. |Pemeliharaan jalan lokal primer B
b. Pengembangan eksisting jalan lokal primer ruas jalan SWP A
Raya Perawang

c |Penyediaan fasilitas sarana rambu lalu lintas SWP A

2.3 |Jalan Lingkungan Primer
WP A WP

a. |Pemeliharaan jalan lingkungan primer 183 dan S
WP A WP

b. |Penyediaan fasilitas sarana rambu lalu lintas S dan §

B

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman

2. Dinas
Perhubungan




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Indikasi Program Lokasi PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)
Pihak lainnya:
2.4 |Pemeliharaan Jalan Khusus ;WP A dan SWP Swasta 1. Perusahaan
swasta
Pemerintah
Provinsi Riau:
APBD 1. Dinas
. . . Kabupaten Perhubungan
2.5 |Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B SWP A Blok A.3 APBD Pemerintah
Provinsi Kabupaten Siak:
1. Dinas
Perhubungan
Pemerintah
2.6 |Pemeliharaan Terminal Barang SWP B Blok B.2 APBD _;Kabu' aten Siak:
Kabupaten |1. Dinas
Perhubungan
Kabupaten Siak:
APBD 1. Dinas Pekerjaan
2.7 |Pemeliharaan jembatan SWP A Blok A.1 Umum, Tata
Kabupaten
Ruang dan
Permukiman
2.8 |Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
Pemerintah Pusat:
1. Kementerian
Perhubungan
2.
APBN, APBD |Pemerintah
Provinsi, Provinsi Riau:
APBD 1. Dinas
Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota SWP A dan SWP Kabupaten P(?rhubunga.n
a. . dan 2. Dinas Pekerjaan
Pekanbaru — Perawang — Buatan — Tanjung Buton B .
Kerjasama Umum, Penataan
Pemerintah Ruang,
dan BUMN Perumahan,
(KPBU) Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan
Pemerintah
Kabupaten Siak:




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Indikasi Program Lokasi PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4  PJM-5
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035-  (2040-
2024 2034) 2039) @ 2044)
2.9 |Stasiun Penumpang Sedang
a. |Pengembangan stasiun kereta api SWP A Blok A.3
SWP A dan SWP
2.10 |Pengembangan Alur-Pelayaran Kelas I B an
a. SWP A Blok
211 Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Al
' Pengumpan b. SWP B Blok
B.2
a. SWP A Blok
2.12 |Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Al

b. SWP B Blok
B.2

Sumber Instansi
Pendanaan Pelaksana
1. Dinas
Perhubungan
BUMN:
1. PT. KAI
Pemerintah Pusat:
1. Kementerian
Perhubungan
Pemerintah
Provinsi Riau:
APBN, APBD |1+ Dinas
L. Perhubungan
Provinsi, . .
2. Dinas Pekerjaan
APBD
Umum, Penataan
Kabupaten
Ruang,
dan
. Perumahan,
Kerjasama
. Kawasan
Pemerintah Permukiman
dan BUMN iy
(KPBU) Dan Pertanahan
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas
Perhubungan
BUMN:
1. PT. KAI
Pemerintah Pusat:
APBN 1. Kementerian
Perhubungan
Pemerintah
APBD Kabupaten Siak:
Kabupaten 1. Dinas
Perhubungan
APBD Pemt.eru.ltafl
L. Provinsi Riau:
Provinsi, —1 Dinas
APBD ’
Perhubungan
Kabupaten, Pemerintah
KPBU . .

Kabupaten Siak:




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5
(2035- | (2040-
2039) | 2044)

PJM-

1 (2030-
2034)

2025 | 2026 2027 2028 2029

2024

2.13

Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pelabuhan
Meredan)

SWP A Blok A.1

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

1. Dinas
Perhubungan
2. BUMD

2.14

Pemeliharaan Terminal Umum Perawang

SWP B Blok B.2

APBD
Kabupaten,
KPBU

Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas

Perhubungan
2. BUMD

2.15

Pemeliharaan Terminal Khusus

a. SWP A Blok
Al

b. SWP B Blok
B.2

Swasta,
KPBU

BUMN:

1. PT. Pelindo
Pihak lainnya:
Perusahaan swasta

2.16

Kajian rencana penyediaan moda angkutan umum

SWP A dan SWP
B

Swasta

Pihak lainnya:
1. Perusahaan

swasta

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:
Dinas Perhubungan

Perwujudan Rencana Jaringan Energi

Pemeliharaan sarana penyimpanan bahan
bakar

SWP A Blok A.1

Pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak dan
gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan

SWP B

Swasta

Pihak lainnya:
1. Perusahaan

swasta

Pembangunan jaringan yang menyalurkan gas bumi
dari kilang pengolahan-konsumen

SWP A

APBN, KPBU

Pemerintah Pusat:
1. Kementerian
ESDM

Pihak lainnya:
1. Badan Usaha

Pemeliharaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari
kilang pengolahan-konsumen

SWP A dan SWP
B

KPBU

Pihak lainnya:
1. Badan Usaha

Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

SWP B Blok B.2

KPBU

Pihak lainnya:
1. Badan Usaha

Pemeliharaan Pembangkit Listrik Lainnya

SWP B Blok B.2

Swasta

Pihak Lainnya:
Perusahaan Swasta

Pemeliharaan SUTT 150 kV Perawang - Siak Sri
Indrapura

SWP A

Swasta

Pihak Lainnya:
Perusahaan Swasta

KPBU

BUMN:
PT. PLN




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) SWP A dan SWP
115 kV Pertamina Hulu-Rokan B

BUMN:
1. PT. Pertamina
Pemerintah

Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan

. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SWP A dan SWP APBD
" |surr yang berupa sempadan ketenagalistrikan B Kabupaten Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman
2. Satpol PP
i Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menegah SWP A dan SWP KPBU BUMN:
" |(SUTM) B 1. PT.PLN
k. |Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) SWP A dan SWP KPBU BUMN:
B 1. PT.PLN
a. SWP A Blok
A.1, Blok
A.2, dan .
1 |Pemeliharaan gardu distribusi Blok A.3 KPBU % PLN
b. SWP B Blok : :
B.1 dan Blok
B.2

Pemerintah Pusat:
1. Kementerian
ESDM

Pemerintah
Provinsi Riau:

1. Dinas Energi Dan

APBN, APBD
Provinsi Sumber Daya
m Penyusunan kajian pengembangan Stasiun Pengisian SWP A dan SWP APBD ’ Mineral
Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) B Pemerintah
Kabupaten, .
KPBU Kabupaten Siak:
1. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
BUMN:
PT. PLN
APBN, APBD |P intah Pusat:
Penyusunan kajian pengembangan energi baru SWP A dan SWP . Srleria ; usa
n Provinsi, 1. Kementerian
terbarukan berupa panel surya B

APBD ESDM




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

Kabupaten, |Pemerintah
KPBU Provinsi Riau:
1. Dinas Energi Dan
Sumber Daya
Mineral
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
BUMN:
PT. PLN
4 |Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi
a ' o . SWP A dan SWP KPBU BUMN:
Pemeliharaan jaringan serat optik B 1. PT. TELKOM
b SWP A Blok A.1 KPBU BUMN:
" |Pemeliharaan Sentral Telepon Otomat (STO) dan Blok A.2 1. PT. TELKOM
a. SWP A Blok
A.1, Blok
A.2, dan BUMN:
c. |Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS) Blok A.3 KPBU mELKOM
b. SWP B Blok . .
B.1 dan Blok
B.2
a. SWP A Blok
a4 Pengembangan eksisting (penambahan) Menara Base :; dan Blok KPBU BUMN:
Transceiver Station (BTS) b, SWP B Blok 1. PT. TELKOM
B.2




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Penataan menara telekomunikasi bersama

PJM-
1
2024

Lokasi

a. SWP A Blok
A.1, Blok
A.2, dan
Blok A.3

b. SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Pengembangan wifi di ruang-ruang publik

SWP A dan SWP
B

Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Penyusunan kajian pengendalian banjir

SWP A dan SWP
B

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

2025 | 2026 2027 2028 2029

PJM-3 PJM-4  PJM-5

Sumber
Pendanaan

APBD
Kabupaten,
KPBU

Instansi
Pelaksana

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman

3. Dinas
Komunikasi dan
Informatika
(Diskominfo)

BUMN:

1. PT. TELKOM

APBD
Kabupaten,
KPBU

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

2. Diskominfo

BUMN:

1. PT. TELKOM

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

Rakyat Dan

Kawasan
Pemukiman

3. Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD)

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan

APBD Daerah

Kabupaten |2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

3. BPBD

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

SWP A dan SWP

b. |Pembangunan jaringan pengendalian banjir B

a. SWP A Blok
A.l

b. SWP B Blok
B.2

APBD

c. |Pembangunan bangunan pengendalian banjir Kabupaten




Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 | PJM-5

1 2025 2026 2027 2028 2020 (2030- (2035-/(2040-
2024 2034) 2039) 2044)

Pemeliharaan jaringan dan bangunan pengendalian
banjir

SWP A dan SWP
B

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

3. BPBD

6 |Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

3. BPBD

a. |Pemeliharaan bangunan pengambil air baku

SWP A Blok A.1

b. |Pemeliharaan jaringan transmisi air baku

SWP A

Pemerintah Pusat:

APBN 1. Kementerian
PUPR
Pemerintah

APBD
Provinsi.
APBD
Kabupaten,
Swasta

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,




No Indikasi Program. . Lokasi
Pemanfaatan Ruang Prioritas

c. |Pemeliharaan instalasi produksi SWP A Blok A.1

d. |Pemeliharaan bangunan penampung air SWP A Blok A.2

PJM-
1
2024

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-3 PJM-4  PJM-5
(2035-
2039)

PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

(2030-
2034)

(2040-
2044)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
2. BUMD (PDAM)

APBD
Provinsi.
APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. BUMD (PDAM)

APBD
Provinsi.
APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

Pengembangan jaringan transmisi air minum

SWP A dan SWP
B

Pemeliharaan jaringan transmisi air minum

SWP A dan SWP
B

PJM-
1

2024

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

PJM-3 PJM-4 | PJM-5
(2030- (2035- (2040-
2034) 2039) | 2044)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
2. BUMD (PDAM)

APBD
Provinsi.
APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. BUMD (PDAM)

APBD
Provinsi.
APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

Perumahan

Rakyat Dan

Kawasan

Pemukiman
2. BUMD (PDAM)
Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata

Penyusunan kajian rencana peningkatan jumlah SWP A dan SWP
Sambungan Rumah B

APBD
Kabupaten

" . o SWP A dan SWP APBD
h. |[Penyusunan kajian rencana peningkatan debit air Ruang,
B Kabupaten
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

Pemerintah Pusat:
1. BPPW Riau
Pemerintah
Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan

Peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Minum |SWP A dan SWP
berupa peningkatan IPA Air Baku IKK 0,24 m?3/dt B

APBN, APBD
Kabupaten

Pemukiman

Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan
7 |Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
(B3)




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

Pemerintah Pusat:

APBN 1. Kementerian
PUPR

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman

APBD Dan Pertanahan

Provinsi, Pemerintah

APBD Kabupaten Siak:

Kabupaten, |1. Dinas Pekerjaan

Swasta Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

Pihak lainnya:

1. Perusahaan
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata

SWP A Blok A.1
a. |Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat dan Blok A.2

a. SWP A Blok
A.1, Blok

Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan A.2, dan

Berbahaya dan Beracun (B3) Blok A.3

b. SWP B Blok
B.2

Penyusunan kajian rencana pengembangan IPAL skala

SWP A dan SWP APBD

c. |kawasan tertentu/permukiman atau IPAL komunal Ruang,
. . B Kabupaten
industri rumah tangga Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
8 |Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan
a. SWP A Blok Pemerintah
a Pembangunan tempat pengelolaan sampah reuse, A.1, Blok APBD Kabupaten Siak:
" | reduce, recycle (TPS3R) A.2, dan Kabupaten 1. Dinas Pekerjaan
Blok A.3 Umum, Tata




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

b. SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman,

2. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan

APBD Kawasan

Kabupaten, Pemukiman,
Swasta (CSR)|2. Dinas

Penyediaan sarana pengangkutan persampahan
b. |[sebanyak 14 unit depo sampah, 7 unit truk sampah,
dan 10 unit motor sampah

SWP A dan SWP
B

Lingkungan
Hidup
Pihak lainnya:
1. Perusahaan
swasta
2. Masyarakat

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,

APBD Perumahan

Kabupaten Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman,

2. Dinas
Lingkungan
Hidup

Integrasi sarana dan jalur pengangkutan sampah SWP A dan SWP
dengan TPA Tualang B




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Sosialisasi dan pengembangan bank sampah

Lokasi

SWP A dan SWP
B

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

PJM-3 PJM-4 PJM-5
(2030- (2035-  (2040-

2026 2027 2028 2029 2034) 2039) 2044)

Penyusunan kajian kebijakan untuk penerapan sampah
daur ulang dan plastik sekali pakai

SWP A dan SWP
B

Sumber
Pendanaan

APBD
Kabupaten

Instansi
Pelaksana

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas
Lingkungan
Hidup

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas
Lingkungan
Hidup

Perwujudan Rencana Jaringan Drainase

Pemeliharaan jaringan drainase primer

SWP A dan SWP
B

Pembangunan jaringan drainase primer

SWP A dan SWP
B

APBN

Pemerintah Pusat:
Kementerian PUPR

Pembangunan jaringan drainase sekunder

SWP A dan SWP
B

Pemeliharaan jaringan drainase sekunder

SWP A dan SWP
B

APBD
Provinsi,
APBD
Kabupaten

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Provinsi,
APBD
Kabupaten

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

Pengembangan jaringan drainase tersier

SWP A dan SWP
B

SWP A dan SWP

PJM-
1
2024

f. |Pemeliharaan jaringan drainase tersier B
10 |Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
10.1 |Pembangunan jalur evakuasi bencana SWP A dan SWP

B

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-3 PJM-4  PJM-5

PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

(2030-
2034)

(2035-
2039)

(2040-
2044)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)
(2030-

2025 2034)

2026 2027 2028 2029

(2035-
2039)

PJM-3 PJM-4  PJM-5

(2040-
2044)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD)
Kabupaten Siak

N Indikasi Program Lokasi PJM-
° Pemanfaatan Ruang Prioritas oRast 1
2024
10.2 |Pembangunan tempat evakuasi sementara
a |Taman Matuyoko SWP A Blok A.2
b |Aula Tapian Nauli Perawang SWP A Blok A.3

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:

1.

Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD)
Kabupaten Siak

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:

1.

Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD)
Kabupaten Siak




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Halaman Pasar Bunut

Lokasi

SWP B Blok B.2

PJM-
1
2024

10.3

Pemeliharaan tempat evakuasi sementara

a. SWP A Blok
A.2 dan Blok
A.3

b. SWP B Blok
B.2

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

10.4

Pengembangan tempat evakuasi akhir pada GOR
Tualang

SWP A Blok A.3

PJM-3 PJM-4  PJM-5

(2030-
2034)

(2035-
2039)

(2040-
2044)

Sumber
Pendanaan

APBD
Kabupaten

Instansi
Pelaksana

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD)
Kabupaten Siak

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD)
Kabupaten Siak

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Indikasi Program Lokasi PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

(BPBD)
Kabupaten Siak

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD)
Kabupaten Siak

Pemerintah

Kabupaten Siak:

Dinas Pekerjaan

Umum, Tata Ruang,

Perumahan Rakyat

Dan Kawasan

Pemukiman

APBD

10.5 |Pemeliharaan tempat evakuasi akhir SWP A Blok A.3
Kabupaten

APBD

10.6 |Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki SWP A
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:
Dinas Pekerjaan
Umum, Tata Ruang,
Perumahan Rakyat
Dan Kawasan
Pemukiman

APBD

10.7 |Pemb jari jalan kaki SWP A
embangunan jaringan pejalan i Kabupaten

B |Perwujudan Rencana Pola Ruang
1 |Perwujudan Zona Lindung
1.1 |Perwujudan Rencana Zona Badan Air

Pemerintah Pusat:
APBN 1. Kementerian
PUPR,

a. SWP A Blok

a |Normalisasi/Restorasi zona badan air berupa sungai Al




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan
Provinsi pada zona badan air

SWP A Blok
A.l

SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi pada zona
badan air

SWP A Blok
A.l

SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Operasi dan Pemeliharaan zona badan air berupa
Sungai

SWP A Blok
A.l

SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

PJM-
1
2024

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-3 PJM-4  PJM-5
(2030-
2034)

Sumber
Pendanaan

PJM-2 (2025-2029)
(2035-
2039)

(2040-

2026 2027 2028 2029 2044)

Instansi
Pelaksana

2. Balai Wilayah
Sungai
Sumatera III

APBN, APBD
Provinsi

Pemerintah Pusat:
1. Kementerian

PUPR,

2. Balai Wilayah
Sungai
Sumatera III

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

APBN, APBD
Provinsi

Pemerintah Pusat:
1. Kementerian

PUPR,

2. Balai Wilayah
Sungai
Sumatera III

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

APBN, APBD
Provinsi

Pemerintah Pusat:
1. Kementerian
PUPR,




Indikasi Program .
No Pemanfaatan Ruangg Prioritas Lokasi
SWP A Blok
Al
e. |Perlindungan zona badan air SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

PJM-
1
2024

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

PJM-3 PJM-4  PJM-5

(2030-
2034)

(2035-
2039)

(2040-
2044)

Sumber
Pendanaan

2.

Instansi
Pelaksana

Balai Wilayah
Sungai
Sumatera III

Pemerintah
Provinsi Riau:

1.

Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

Pemerintah
Kabupaten Siak:

1.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBN, APBD
Provinsi,
APBD
Kabupaten

Pemerintah Pusat:

1.

2.

Kementerian
PUPR,

Balai Wilayah
Sungai
Sumatera III

Pemerintah
Provinsi Riau:

1.

Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

a. SWP A Blok

PJM-
1
2024

Al
f. |Pengendalian pemanfaatan ruang di Zona Badan Air b. SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2
1.2 |Perwujudan Rencana Zona Perlindungan Setempat
a Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan zona [a. SWP A Blok

perlindungan setempat

A.l

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

PJM-3 PJM-4  PJM-5

(2030-
2034)

(2035-
2039)

(2040-
2044)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBN, APBD
Provinsi,
APBD
Kabupaten

Pemerintah Pusat:

1. Kementerian
PUPR,

2. Balai Wilayah
Sungai
Sumatera III

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Satpol PP

APBN, APBD
Provinsi,

Pemerintah Pusat:




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

b. SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

PJM-
1
2024

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

PJM-3 PJM-4 PJM-5
(2030- (2035-  (2040-

2025 2034) 2039) | 2044)

2026 2027 2028 2029

Penyusunan kajian untuk penataan lingkungan tematik
bantaran sungai/irigasi pada zona perlindungan
setempat

a. SWP A Blok
Al

b. SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Sumber
Pendanaan

APBD
Kabupaten

Instansi
Pelaksana

Kementerian
PUPR,

2. Balai Wilayah
Sungai
Sumatera III

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Dan Pertanahan

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBN, APBD
Provinsi,
APBD
Kabupaten

Pemerintah Pusat:

1. Kementerian
PUPR,

2. Balai Wilayah
Sungai
Sumatera III

Pemerintah

Provinsi Riau:

1. Dinas Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang,
Perumahan,
Kawasan




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

Permukiman
Dan Pertanahan
Pemerintah
Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

Pemerintah Pusat:

1. Kementerian

PUPR,

2. Balai Wilayah
Sungai
Sumatera III

Pemerintah

Provinsi Riau:
1. Dinas Pekerjaan

Umum,
a. SWP A Blok APBN, APBD Penataan
Penataan lingkungan tematik bantaran sungai/irigasi Al Provinsi, Ruang,
< pada zona perlindungan setempat b. SWP B Blok APBD Perumahan,
B.1 dan Blok Kabupaten Kawasan
B.2 Permukiman
Dan Pertanahan
Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5
(2035- | (2040-
2039) | 2044)

1 (2030-
2034)

2025 | 2026 2027 2028 2029

Sumber
Pendanaan

APBD
Kabupaten

Instansi
Pelaksana

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Satpol PP

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Satpol PP

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Dinas
Lingkungan
Hidup

Indikasi Program . PJM-
1\ [ . . Lokasi
Pemanfaatan Ruang Prioritas
2024
a. SWP A Blok
Penertiban bangunan dan kegiatan yang melanggar Al
d. |pada zona perlindungan setempat berupa sempadan b. SWP B Blok
sungai B.1 dan Blok
B.2
a. SWP A Blok
Al
.. Per?al'étauan dar: pengf\]:asan berkaladpada zong b. SWP B Blok
perlindungan setempat berupa sempadan sungai B.1 dan Blok
B.2
a. SWP A Blok
. Al
£ Pgll'lgl'_njauan .padj daerah—dall.er;lh yang riwan t:rhadap b. SWP B Blok
ablasi sungai pada zona perlindungan setempa B.1 dan Blok
B.2
1.3 |Perwujudan Rencana Zona Ruang Terbuka Hijau
a. |Pengembangan sub-zona rimba kota SWP B Blok B.2

APBD
Kabupaten,
Swasta (CSR)

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Umum, Tata

No Indikasi Program Lokasi PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)
Ruang dan
Permukiman
2. Dinas
Lingkungan
Hidup
Pihak lain:
1. Perusahaan
Swasta
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
. APBD .
Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa SWP B Blok B.2 Permukiman
b. . . Kabupaten, .
minimal pada sub-zona rimba kota 2. Dinas
Swasta (CSR) .
Lingkungan
Hidup
Pihak lain:
1. Perusahaan
Swasta
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
a. SWP A Blok Ruang dan
A.1 dan Blok APBD Permukiman
c. |Pemeliharaan sub-zona taman kecamatan A2 Kabupaten, |2. Dinas
b. SWP B Blok Swasta (CSR) Lingkungan
B.2 Hidup
Pihak lain:
1. Perusahaan
Swasta
2. Masyarakat
a. SWP A Blok .
. A.1 dan Blok APBD Pemerintah
d. Pe.m.enuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa A2 Kabupaten, Ka_buM
minimal pada sub-zona taman kecamatan b. SWP B Blok Swasta (CSR) 1. Dinas Pekerjaan

B.2




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

Penyediaan lahan untuk pengembangan sub-zona
taman kelurahan

SWP A Blok
A.1 dan Blok
A2

SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

PJM-
1
2024

Pembangunan sub-zona taman kelurahan

SWP A Blok
A.1 dan Blok
A.2

SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa
minimal pada sub-zona taman kelurahan

SWP A Blok
A.1 dan Blok
A.2

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

PJM-3 PJM-4  PJM-5

(2030-
2034)

(2035-
2039)

Sumber Instansi
(2040- Pendanaan Pelaksana
2044)

Ruang dan
Permukiman
2. Dinas
Lingkungan
Hidup
Pihak lain:
1. Perusahaan
Swasta
2. Masyarakat
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
APBD Permukiman
Kabupaten, |2. Dinas
Swasta (CSR) Lingkungan
Hidup
Pihak lain:
1. Perusahaan
Swasta
Masyarakat
Pemerintah
Kabupaten Siak:
3. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
APBD Permukiman
Kabupaten, |4. Dinas
Swasta (CSR) Lingkungan
Hidup
Pihak lain:
2. Perusahaan
Swasta
3. Masyarakat
APBD Pemerintah
Kabupaten, Kabupaten Siak:
Swasta (CSR)




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Pemeliharaan sub-zona pemakaman

SWP A Blok
A.3
SWP B Blok
B.2

Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa
minimal pada sub-zona pemakaman

SWP A Blok
A3
SWP B Blok
B.2

PJM-
1
2024

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

PJM-3 PJM-4 PJM-5
(2030- (2035-  (2040-

2026 2027 2028 2029 2034) 2039) 2044)

Sumber Instansi
Pendanaan Pelaksana
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman
2. Dinas
Lingkungan
Hidup
Pihak lain:
1. Perusahaan
Swasta
2. Masyarakat
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
APBD Permukiman
Kabupaten, |2. Dinas
Swasta (CSR) Lingkungan
Hidup
Pihak lain:
1. Perusahaan
Swasta
2. Masyarakat
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
APBD Permukiman
Kabupaten, |2. Dinas
Swasta (CSR) Lingkungan
Hidup
Pihak lain:
1. Perusahaan
Swasta

2. Masyarakat




Indikasi Program .
No Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi
a. SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
. . . .. dan Blok A.3
j. |Pemeliharaan sub-zona jalur hijau b. SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2
a. SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
Kk Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa dan Blok A.3
" |minimal pada sub-zona jalur hijau b. SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2
1. |Penyusunan Masterplan RTH 183WP A dan SWP
m Penyediaan Zona Ruang Terbuka Hijau Privat minimal |SWP A dan SWP
" |10% dari wilayah perencanaan B
n Pembebasan lahan untuk penyediaan Zona Ruang SWP A dan SWP

Terbuka Hijau publik 20% di wilayah perencanaan

B

PJM-
1
2024

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4  PJM-5 Sumber Instansi
2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2034) 2039) | 2044)
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
APBD Permukiman
Kabupaten, |2. Dinas
Swasta (CSR) Lingkungan
Hidup
Pihak lain:
1. Perusahaan
Swasta
2. Masyarakat
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
APBD Permukiman
Kabupaten, |2. Dinas
Swasta (CSR) Lingkungan
Hidup
Pihak lain:
1. Perusahaan
Swasta
2. Masyarakat
Pemerintah
APBED Kabup. aten Siak:
Kabupaten L D,mas
Lingkungan
Hidup
Masyarakat, |1. Masyarakat
Swasta 2. Swasta
Pemerintah
APBD Kabup. aten Siak:
bupaten 1. Dinas
Kabup Lingkungan

Hidup




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

No Indikasi Program Lokasi PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)
2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang dan
Permukiman
2 |Perwujudan Zona Budi Daya
2.1 (Perwujudan Rencana Zona Badan Jalan
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
SWP A Blok Umum, Tata
A.1, Blok A.2, Ruang,
a Pengendalian pemanfaatan zona badan jalan yang dapat dan Blok A.3 APBD Perumahan
" |menimbulkan dampak lalu lintas SWP B Blok Kabupaten Rakyat Dan
B.1 dan Blok Kawasan
B.2 Pemukiman
2. Dinas
Perhubungan
3. Satpol PP
SWP A Blok .
A.1,Blok A2, ;:’;f—";:f::‘smk
Peningkatan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan raya dan Blok A.3 APBD _;, *
b. . . 1. Dinas
dan papan penunjuk pada zona badan jalan SWP B Blok Kabupaten
B.1 dan Blok Perhubungag
Kabupaten Siak
B.2
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Badan
Perencanaan
SWP A Blok Pembangunan
A.1, Blok A.2, APBD Daerah
c Penyusunan kajian penyediaan Multi-Utility Tunnel pada dan Blok A.3 Kabupaten Dinas Pekerjaan
zona badan jalan SWP B Blok Swasta ’ Umum, Tata
B.1 dan Blok Ruang dan
B.2 Permukiman
Pihak lain:

Perusahaan Swasta




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Perwujudan Rencana Zona Pertanian

Lokasi

a. |Pengembangan sub-zona perkebunan

SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3
SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Penyusunan rencana pengembangan sentra agribisnis
sub-zona perkebunan

SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3
SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

c. |Pengembangan sentra agribisnis sub-zona perkebunan

SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3
SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

PJM-3 PJM-4  PJM-5

(2030-
2034)

(2035-
2039)

(2040-
2044)

Sumber

Pendanaan

Instansi
Pelaksana

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pertanian

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian Dan

Pengembangan

Daerah

Dinas Pertanian

3. Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP)

Pihak lainnya:

1. Perusahaan
Swasta/ Badan
Usaha

N

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pertanian




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5
(2035- | (2040-
2039) | 2044)

PJM-

1 (2030-
2034)

2025 | 2026 2027 2028 2029

2024

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

3. Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP)

Pihak lainnya:

1. Perusahaan
Swasta/ Badan
Usaha

Indikasi Program .
No Pemanfaatan Ruangg Prioritas Lokasi
SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
d Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa dan Blok A.3
" |minimal sub-zona perkebunan SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2
SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
R Monitoring dan evaluasi pembukaan lahan sub-zona dan Blok A.3
" |perkebunan secara ilegal SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:

1. Dinas Pertanian
2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata

Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pertanian

3. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Indikasi Program Lokasi PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2034) 2039) @ 2044)
SWP A Blok
A.1, Blok A.2, Pemerintah
Penertiban kegiatan pembukaan lahan sub-zona dan Blok A.3 APBD Kabupaten Siak:
perkebunan secara ilegal b. SWP B Blok Kabupaten 1. Dinas Pertanian
B.1 dan Blok 2. Satpol PP
B.2
Pemerintah
a. SWP A Blok Ifab;i:;:“ Siak
. . A1, Blok A.2, APBD Perhubungan
Penyusunan kajian rencana pengembangan sistem dan Blok A.3 . .
. Kabupaten, |2. Dinas Pertanian
pengangkutan produksi perkebunan b. SWP B Blok . .
Swasta Pihak Lainnya:
B.1 dan Blok
B.2 1. Perusahaan
’ Swasta/ Badan
Usaha
Pemerintah
p iak:
a. SWP A Blok Il{ab‘];i:;:“ Siak
A.1, Blok A.2, APBD Perhubungan

Pengembangan jalur khusus sistem pengangkutan

dan Blok A.3

Kabupaten,

2. Dinas Pertanian

produksi perkebunan b. SWP B Blok Swasta Pihak Lainnya:
B.1 dan Blok
B2 1. Perusahaan

Perwujudan Rencana Zona Kawasan Peruntukan
Industri

Swasta/ Badan
Usaha

Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana

SWP B Blok B.1

APBD

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata

minimal, termasuk evakuasi bencana di Zona Kawasan Ruang,
. dan Blok B.2 Kabupaten

Peruntukan Industri Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

. . APBD .
Penyusunan kajian lalu lintas pada Zona Kawasan SWP B Blok B.1 Pemerintah

Peruntukan Industri

dan Blok B.2

Kabupaten,
Swasta

Kabupaten Siak:




Indikasi Program . PJM-
1\ [ . . Lokasi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1
2024
o Penyusunan masterplan pengelolaan sampah industri di| SWP B Blok B.1
" |Zona Kawasan Peruntukan Industri dan Blok B.2
d Penyusunan Masterplan IPAL Mandiri dan Terpusat di |SWP B Blok B.1
" |Zona Kawasan Peruntukan Industri dan Blok B.2

2025

PJM-2 (2025-2029)
2026 2027 2028 2029

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

PJM-3 PJM-4  PJM-5 Sumber Instansi
(2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2034) 2039) | 2044)
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
2. Dinas
Lingkungan
Hidup
3. Dinas
Perhubungan
Pihak Lainnya:
1. Perusahaan
Swasta
Pemerintah
Kabupaten Siak:
Dinas Pekerjaan
Umum, Tata Ruang,
APBD Perumahan Rakyat
Kabupaten, |Dan Kawasan
Swasta Pemukiman
Dinas Lingkungan
Hidup
Pihak Lainnya:
Perusahaan Swasta
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
APBD Ruang,
Kabupaten Perumahan
’ Rakyat Dan
Swasta
Kawasan
Pemukiman
2. Dinas
Lingkungan

Hidup




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

Pihak lainnya:
1. Perusahaan

Swasta
Pemerintah
Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan

Umum, Tata

APBD Ruang,
R Penyediaan jaringan drainase di Zona Kawasan SWP B Blok B.1 Kabupaten Perumahan
" |Peruntukan Industri dan Blok B.2 P ’ Rakyat Dan
Swasta
Kawasan
Pemukiman

Pihak Lainnya:
1. Perusahaan

Swasta
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas

Lingkungan

Hidup
Pihak Lainnya:
2. Perusahaan

Swasta
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas

Perdagangan

Dan

Perindustrian
APBD 2. Badan
Kabupaten Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pengawasan kualitas lingkungan pada Zona Kawasan SWP B Blok B.1
Peruntukan Industri secara berkala dan Blok B.2

Penyusunan kajian pengembangan sentra industri kecil |SWP B Blok B.1
menengah di Zona Kawasan Peruntukan Industri dan Blok B.2




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 | PJM-5 Sumber Instansi

Lokasi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2025 | 2026 2027 2028 2029 2034) 2039) 2044)

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

3. Dinas
Perdagangan
Dan
Perindustrian

Penyediaan ruang untuk sentra industri kecil menengah | SWP B Blok B.1 APBD
di Zona Kawasan Peruntukan Industri dan Blok B.2 Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas
Pengembangan kemitraan dalam pemasaran hasil APBD Perdagangan
. . . . . SWP B Blok B.1

i. |industri kecil menengah di Zona Kawasan Peruntukan Kabupaten, Dan

Blok B.
Industri dan Blo 2 Swasta Perindustrian

Pihak Lainnya:
1. Perusahaan
Swasta

Pemerintah
Kabupaten Siak:
SWP B Blok B.1 APBD 1. Dinas

dan Blok B.2 Kabupaten Perdagangan
Dan
Perindustrian

Integrasi industri kecil menengah dengan
j- |pengembangan wisata di Zona Kawasan Peruntukan
Industri

Pemerintah

P 1i iZ APBD - . .
engembangan green belt ante.lra delineasi Zona SWP B Blok B.1 Kabupaten Siak:
k. |Kawasan Peruntukan Industri dengan kawasan Sajupaten Slax:

K
. dan Blok B.2 abupaten, 1. Dinas Pekerjaan
sekitarnya Swasta
Umum, Tata




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

PJM-3 PJM-4 PJM-5
2026 2027 2028 2029

Penyusunan kajian rencana pengembangan moda
transportasi pendukung kegiatan industri di Zona
Kawasan Peruntukan Industri

SWP B Blok B.1
dan Blok B.2

Sumber

Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
2. Dinas
Lingkungan
Hidup
Pihak Lainnya:
1. Perusahaan
Swasta

Pengembangan moda transportasi pendukung kegiatan

industri di Zona Kawasan Peruntukan Industri

SWP B Blok B.1
dan Blok B.2

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas
Perhubungan

2. Dinas Pekerjaan

Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
3. Dinas
Lingkungan
Hidup
Pihak Lainnya:
1. Perusahaan
Swasta

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas
Perhubungan

2. Dinas Pekerjaan

Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

PJM-
1
2024

PJM-3 PJM-4 | PJM-5
(2030- (2035- (2040-
2034) 2039) | 2044)

Lokasi

2025 | 2026 2027 2028 2029

Penyusunan kajian rencana pengembangan sistem
pergerakan kegiatan industri di Zona Kawasan
Peruntukan Industri

Sumber

Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Kawasan
Pemukiman
3. Dinas
Lingkungan
Hidup
Pihak Lainnya:
1. Perusahaan
Swasta

SWP B Blok B.1
dan Blok B.2

Pengembangan sistem pergerakan kegiatan industri di
Zona Kawasan Peruntukan Industri

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas
Perhubungan

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

3. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pihak Lainnya:

Perusahaan Swasta

SWP B Blok B.1
dan Blok B.2

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas
Perhubungan

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

3. Dinas
Lingkungan
Hidup




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

PJM-
1

2024

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

Penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar minimal
10% (sepuluh persen) dari total luas Zona Kawasan

SWP B Blok B.1

Peruntukan Industri

P I peruntukan Industri oleh pengembang/pengelola dan Blok B.2
kawasan industri
q Pengaturan Koefisien Dasar Hijau di Zona Kawasan SWP B Blok B.1

dan Blok B.2

Penyusunan dokumen AMDAL, UKL UPL dan SPPL di
Zona Kawasan Peruntukan Industri

SWP B Blok B.1
dan Blok B.2

PJM-3 PJM-4 | PJM-5
(2030- (2035- (2040-
2034) 2039) | 2044)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Pihak Lainnya:
Perusahaan Swasta

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pihak Lainnya:

Perusahaan Swasta

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pihak Lainnya:

Perusahaan Swasta

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

Pengawasan pembukaan lahan tanpa bakar di Zona
Kawasan Peruntukan Industri

SWP B Blok B.1
dan Blok B.2

Monitoring dan evaluasi pengambilan air tanah di Zona
Kawasan Peruntukan Industri

SWP A dan SWP
B

PJM-
1
2024

2.4 |Perwujudan Rencana Zona Pariwisata
a. SWP A Blok
.. A.1 dan Blok
a Penyusunan kajian/ masterplan pengembangan zona A3
pariwisata b. SWP B Blok
B.2
a. SWP A Blok
b. |Pembangunan zona pariwisata A.1 dan Blok
A3

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

PJM-2 (2025-2029)

2025 | 2026 2027 2028 2029

PJM-3 PJM-4 | PJM-5
(2030- (2035- (2040-
2034) 2039) | 2044)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Kawasan
Pemukiman

2. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pihak Lainnya:

Perusahaan Swasta

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
2. Dinas
Perdagangan
Dan
Perindustrian
3. Satpol PP

Pihak Lainnya:
Perusahaan Swasta

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas
Lingkungan
Hidup

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pariwisata
Kabupaten Siak

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pariwisata
Kabupaten Siak




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

SWP B Blok
B.2

Pengembangan akses jalan, transportasi, dan
penanda/ signage menuju dan di zona pariwisata

SWP A Blok
A.1 dan Blok
A.3

SWP B Blok
B.2

Pengembangan event berkala sebagai bagian dari
atraksi wisata di zona pariwisata

SWP A Blok
A.1 dan Blok
A.3

SWP B Blok
B.2

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 | PJM-5

1 2025 2026 2027 2028 2020 (2030- (2035-/(2040-
2024 2034) 2039) 2044)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Pihak Lainnya:
1. Perusahaan

swasta

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Dinas Pariwisata

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pelestarian alam yang menjadi obyek daya tarik wisata
di zona pariwisata

SWP A Blok
A.1 dan Blok
A.3

SWP B Blok
B.2

Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasaranaa
pendukung wisata di zona pariwisata

SWP A Blok
A.1 dan Blok
A.3

SWP B Blok
B.2

Pengembangan kemitraan dalam pemasaran daya tarik
wisata di zona pariwisata

SWP A Blok
A.1 dan Blok
A.3

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pariwisata
Kabupaten Siak

Pihak Lainnya:
Perusahaan swasta

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pariwisata
Kabupaten Siak

Pihak Lainnya:
Perusahaan swasta

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Dinas Pariwisata

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah
Kabupaten Siak:




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

No Indikasi Program Lokasi PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)
SWP B Blok 1. Dinas Pariwisata
B.2 Kabupaten Siak
Pihak Lainnya:
Perusahaan swasta
2.5 |Perwujudan Rencana Zona Perumahan
Pemerintah
Kabupaten Siak:
SWP A Blok la ;,a e'; 1:“ :
A.1, Blok A.2, - -inas fexegaan
Umum, Tata
a Penetapan dan pengembangan sub-zona perumahan dan Blok A.3 APBD R
" |kepadatan tinggi SWP B Blok Kabupaten uang,
Perumahan
B.1 dan Blok
Rakyat Dan
B.2
Kawasan
Pemukiman
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
SWP A Blok Perumahan
Pembangunan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) A.1, Blok A.2, Rakyat Dan
. . APBD
dari luas sub-zona pada setiap pembangunan klaster dan Blok A.3 Kawasan
b. . Kabupaten, .
perumahan baru yang disediakan oleh pengembang SWP B Blok Pemukiman
. . Swasta .
perumahan pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi B.1 dan Blok 2. Dinas
B.2 Lingkungan
Hidup
3. DPMPTSP
Pihak Lainnya:
1. Perusahaan
Swasta
Pemerintah
SWP A Blok Kabupaten Siak:
A.1, Blok A.2, 1. Di Pekeri
c Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa dan Blok A.3 APBD ) Ulnas ?I‘ e;rjaan
" |minimal zona perumahan SWP B Blok Kabupaten Rmum, ata
B.1 dan Blok uang,
B.2 Perumahan

Rakyat Dan




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5
(2030- (2035- | (2040-
2034) 2039) 2044)

PJM-
1
2024

2025 | 2026 2027 2028 2029

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan

Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. BPBD

Kabupaten Siak

Indikasi Program Lokasi
Pemanfaatan Ruang Prioritas oRast
a. SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
. dan Blok A.3
Sosialisasi dan pembentukan desa tangguh bencana b. SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2
a. SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
Peningkatan dan pemeliharaan penanda/ signage dan Blok A.3
untuk kebencanaan b. SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2
Monitoring dan evaluasi penanganan kawasan kumuh/ SWP A Blok A.2

kurang layak huni sesuai dokumen dan peraturan
terkait pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi

SWP B Blok B.2

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan

Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. BPBD

Kabupaten Siak

Pengawasan kualitas lingkungan pada sub-zona
perumahan kepadatan tinggi

SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3

a.

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan

Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas
Lingkungan
Hidup




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Indikasi Program Lokasi PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)
SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
R
SWP A Blok Uang,
A1 Blok A2 Perumahan
by BIOX AL, APBD Rakyat Dan
. . dan Blok A.3
Pembuatan biopori dan sumur resapan Kabupaten, Kawasan
SWP B Blok .
Swasta Pemukiman
B.1 dan Blok .
B.2 2. Dinas
’ Lingkungan
Hidup
Pihak Lainnya:
1. Perusahaan
Swasta
Pemerintah
Kabupaten Siak:
SWP A Blok 1. Dinas Pekerjaan
A.1, Blok A.2, Umum, Tata
Pengawasan pembukaan lahan tanpa bakar pada sub- dan Blok A.3 APBD Ruang,
zona perumahan kepadatan tinggi SWP B Blok Kabupaten Perumahan
B.1 dan Blok Rakyat Dan
B.2 Kawasan
Pemukiman
2. Satpol PP
Pemerintah
p iak:
SWP A Blok Kabu‘ aten Slak.
1. Dinas Pekerjaan
A.1, Blok A.2,
. .. APBD Umum, Tata
Pengaturan Koefisien Dasar Hijau pada sub-zona dan Blok A.3
. Kabupaten, Ruang,
perumahan kepadatan tinggi SWP B Blok
Swasta Perumahan
B.1 dan Blok
Rakyat Dan
B.2
Kawasan
Pemukiman




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

Penetapan dan pengembangan sub-zona perumahan
kepadatan sedang

SWP A Blok

A.1, Blok A.2,

dan Blok A.3
SWP B Blok

B.1 dan Blok

B.2

Pembangunan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) i“llplgoikf 9
dari luas sub-zona pada setiap pembangunan klaster d;n’ Blok A‘ 3’
1. |perumahan baru yang disediakan oleh pengembang SWP B B101'<
perumahan pada sub-zona perumahan kepadatan B.1 dan Blok
d .
sedang B2
SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
m. |Penyediaan lahan siap bangun g;;lpB];O]lg{lﬁl;s
B.1 dan Blok
B.2

PJM-
1

2024

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

PJM-3 PJM-4 | PJM-5
(2030- (2035- (2040-
2034) 2039) | 2044)

Sumber

Pendanaan

Instansi
Pelaksana

2. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pihak Lainnya:

1. Perusahaan
Swasta

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
2. Dinas
Lingkungan
Hidup
3. DPMPTSP
Pihak Lainnya:
1. Perusahaan
Swasta

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan




Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 | PJM-5
1 (2030- (2035- | (2040-

2024 2025 | 2026 2027 2028 2029 2034) 2039) 2044)

Pengembangan kawasan perumahan siap bangun

SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3
SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

Penyediaan lahan dan hunian tenaga kerja kawasan
industri

SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3
SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan




N Indikasi Program Lokasi PJM-
° Pemanfaatan Ruang Prioritas oRast 1
2024
Penetapan dan pengembangan sub-zona perumahan SWP A Blok A.2
P kepadatan rendah dan Blok A.3
Pembangunan RTH minimal 30% (tiga puluh persen)
dari luas sub-zona pada.setl.ap pembangunan klaster SWP A Blok A.2
q. |perumahan baru yang disediakan oleh pengembang
dan Blok A.3
perumahan pada sub-zona perumahan kepadatan
rendah
2.6 (Perwujudan Rencana Zona Sarana Pelayanan Umum
a. |Pengembangan dan penataan sub-zona SPU Skala Kota SWP A Blok A.3

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

PJM-3 PJM-4  PJM-5

(2030-
2034)

(2035-
2039)

(2040-
2044)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Kawasan

Pemukiman
Pihak Lainnya:
1. Perusahaan

Swasta

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
2. Dinas
Lingkungan
Hidup
3. DPMPTSP
Pihak Lainnya:
1. Perusahaan
Swasta

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

Pengembangan

Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan

APBD Kawasan

Kabupaten Pemukiman

2. Dinas
Pendidikan Dan
Kebudayaan

3. Dinas Kesehatan

4. Dinas
Kepemudaan
Dan Olah Raga

Pemerintah

Kabupaten Siak:

Dinas Pekerjaan

APBD Umum, Tata Ruang,

Kabupaten | perumahan Rakyat

Dan Kawasan

Sinkronisasi dengan perencanaan fasilitas umum dan
b. [fasilitas sosial pendidikan, kesehatan, sosial budaya,
dan keolahragaan di Sub-zona Skala Kota

SWP A Blok A.3

Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa SWP A Blok A.3
minimal sub-zona SPU Skala Kota

Pemukiman
Pemerintah
Penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar minimal APBD Kabupaten Siak:
d. |10% (sepuluh persen) dari luas bangunan sub-zona SPU SWP A Blok A.3 Kabupaten, |1. Dinas Pekerjaan
Skala Kota Swasta Umum, Tata

Ruang,




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

PJM-3 PJM-4 | PJM-5
(2030- (2035- (2040-
2034) 2039) | 2044)

Sumber

Pendanaan
2026 2027 2028 2029

Pengembangan dan penataan sub-zona SPU Skala
Kecamatan

SWP A Blok
A.1, Blok A.2
dan Blok A.3;
dan

SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2.

Instansi
Pelaksana

Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pihak lainnya:

Perusahaan Swasta

APBD
Kabupaten

Sinkronisasi dengan perencanaan fasilitas umum dan
fasilitas sosial pendidikan, kesehatan, sosial budaya,
dan keolahragaan di Sub-zona Skala Kota

SWP A Blok
A.1, Blok A.2
dan Blok A.3;
dan

SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2.

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Dinas
Pendidikan Dan
Kebudayaan

3. Dinas Kesehatan




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

4. Dinas

Kepemudaan
Dan Olah Raga
a. SWP A Blok Pemerintah
A.1, Blok A.2 Kabupaten Siak:
Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa dan Blok A.3; APBD Dinas Pekerjaan
& | minimal sub-zona SPU Skala Kota dan Kabupaten Umum, Tata Ruang,
b. SWP B Blok P Perumahan Rakyat
B.1 dan Blok Dan Kawasan
B.2. Pemukiman
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan
a. SWP A Blok gﬁ;‘;m’ Tata
A.1, Blok A.2 &
. .. . .. Perumahan
Penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar minimal dan Blok A.3; APBD
. Rakyat Dan
h. [10% (sepuluh persen) dari luas bangunan sub-zona SPU dan Kabupaten, Kawasan
Skala Kota b. SWP B Blok Swasta wasa
Pemukiman
B.1 dan Blok .
B.2 2. Dinas
o Lingkungan
Hidup
Pihak lainnya:
Perusahaan Swasta
Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Badan
a. SWP A Blok izzgzinaizn
A.1, Blok A.2 angunan,
Penelitian Dan
. Pengembangan dan penataan sub-zona SPU Skala dan Blok A.3; APBD
i. Pengembangan
Kelurahan dan Kabupaten D h
b. SWP B Blok acra .
B.2 2. Dinas Pekerjaan
o Umum, Tata
Ruang,
Perumahan

Rakyat Dan




Indikasi Program . PJM-
1\ [ . . Lokasi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 2025
2024
SWP A Blok
A.1, Blok A.
Sinkronisasi dengan perencanaan fasilitas umum dan 50 2
. .. . . . dan Blok A.3;
j- |fasilitas sosial pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan
dan keolahragaan di Sub-zona Skala Kelurahan SWP B Blok
B.2.
SWP A Blok
A.1, Blok A.2
Kk Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa dan Blok A.3;
" |minimal sub-zona SPU Skala Kelurahan dan
SWP B Blok
B.2.
SWP A Blok
Penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar minimal galn, BBIISII: 2;
1. |10% (sepuluh persen) dari luas bangunan sub-zona SPU o
Skala Kelurahan dan
SWP B Blok
B.2.

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5
(2030- (2035- | (2040-

2026 2027 2028 2029 2034) 2039) 2044)

Sumber

Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Dinas
Pendidikan Dan
Kebudayaan

3. Dinas Kesehatan

4. Dinas
Kepemudaan
Dan Olah Raga

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

3. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Indikasi Program Lokasi PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

4. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pihak lainnya:

1. Perusahaan
Swasta

Perwujudan Rencana Zona Perdagangan dan Jasa

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

Penyusunan kajian rencana pengembangan koridor
komersial pada sub-zona perdagangan dan jasa skala
kota

SWP A Blok A.2
dan Blok A.3

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa SWP A Blok A.2
minimal (drainase, air bersih, persampahan) pada sub- | dan Blok A.3
zona perdagangan dan jasa skala kota

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:
APBD 1. Dinas Pekerjaan
Kabupaten, Umum, Tata
Swasta Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan

Penyediaan RTH sebesar minimal 30% (tiga puluh SWP A Blok A.2
persen) dari luas sub-zona perdagangan dan jasa skala | dan Blok A.3
kota




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

Indikasi Program . PJM- PJM-3 PJM-4 | PUM-5 Sumber
Lokasi

Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan
2024 2034) 2039) @ 2044)

Instansi
Pelaksana

Kawasan
Pemukiman

2. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pihak Lainnya:

1. Perusahaan
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata

Pengendalian pemanfaatan air tanah pada sub-zona
perdagangan dan jasa skala kota

SWP A Blok A.2
dan Blok A.3

Penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL UPL
dan/atau SPPL) untuk pembangunan bangunan

SWP A Blok A.2

kota

perdagangan dan jasa pada sub-zona perdagangan dan |dan Blok A.3
jasa skala kota
(. |lingleangan pada sub-sona perdagangan dan o skala | SV A BIOk 4.2
' gxingan p P gang ] dan Blok A.3

APBD
Kabupaten

Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan

Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
2. Dinas
Lingkungan
Hidup

APBD

Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan

Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Indikasi Program PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi

Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2034) 2039) @ 2044)

Dinas

Lingkungan
Hidup
3. Satpol PP
Pemerintah
Pengawasan kualitas lingkungan (udara, air) secara SWP A Blok A.2 APBD _p—Kabu. aten Siak:
& berkala pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dan Blok A.3 Kabupaten 1. D.mas
Lingkungan
Hidup
Pemerintah
Kabupaten Siak:
a. SWP A Blok 1. Dinas
A.1, Blok A.2, Perdagangan
h Peningkatan dan revitalisasi pasar di tiap kelurahan/ dan Blok A.3 APBD Dan
" |kampung di sub-zona perdagangan dan jasa skala WP |b. SWP B Blok Kabupaten Perindustrian
B.1 dan Blok 2. Dinas Koperasi,
B.2 Usaha Mikro
Kecil Dan
Menengah
Pemerintah
Kabupaten Siak:
a. SWP A Blok 1. Dinas
A.1, Blok A.2, Perdagangan
; Penyusunan kajian rencana pengembangan sentra dan Blok A.3 APBD Dan
" |kuliner di sub-zona perdagangan dan jasa skala WP b. SWP B Blok Kabupaten Perindustrian
B.1 dan Blok 2. Dinas Koperasi,
B.2 Usaha Mikro
Kecil Dan
Menengah
Pemerintah
a. SWP A Blok Kabupaten Siak:
A.1, Blok A.2, APBD 1. Dinas
i. Pengembangan sentra kuliner di sub-zona perdagangan dan Blok A.3 Kabupaten Perdagangan
dan jasa skala WP b. SWP B Blok Swasta ’ Dan
B.1 dan Blok Perindustrian
B.2 2. Dinas Koperasi,

Usaha Mikro




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Kecil Dan

Menengah
Pihak Lainnya:
1. Perusahaan

Swasta

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah
Kabupaten Siak:
1. Dinas
Lingkungan
Hidup
Pihak Lainnya:
1. Perusahaan
Swasta

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas
Perdagangan
Dan
Perindustrian

2. Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
Kecil Dan
Menengah

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas
Perdagangan
Dan
Perindustrian

2. Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
Kecil Dan
Menengah

Pihak Lainnya:
Perusahaan Swasta

No Indikasi Program Lokasi PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4  PJM-5
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 2025 | 2026 2027 2028 2029 (2030- (2035-  (2040-
2024 2034) 2039) 2044)
SWP A Blok
Pengawasan penerapan kewajiban pengelolaan sampah A1, Blok A.2,
Kk dan limbah hasil kegiatan perdagangan dan jasa oleh dan Blok A.3
" |masyarakat dan pengembang/pengelola di sub-zona SWP B Blok
perdagangan dan jasa skala WP B.1 dan Blok
B.2
SWP A Blok
" A.1 dan Blok
Penyusunan kajian rencana pengembangan sentra
L kuliner di sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP A.2; dan
SWP B Blok
B.2.
SWP A Blok
Pengembangan sentra kuliner di sub-zona perdagangan A.1 dan Blok
- dan jasa skala SWP A.2; dan
SWP B Blok
B.2.
Pengawasan penerapan kewajiban pengelolaan sampah SWP A Blok
n. . . . . A.1 dan Blok
dan limbah hasil kegiatan perdagangan dan jasa oleh A.2: dan

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah
Kabupaten Siak:




Indikasi Program

No Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi
masyarakat dan pengembang/pengelola di sub-zona SWP B Blok
perdagangan dan jasa skala SWP B.2.

2.8 (Perwujudan Rencana Zona Perkantoran

SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
a. |Pengembangan dan modernisasi zona perkantoran dan Blok A.3
' & & P SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2
SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
b Penyediaan RTH sebesar minimal 20% (dua puluh dan Blok A.3
" |persen) dari luas pada zona perkantoran SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

PJM-
1
2024

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029)

2026 2027 2028 2029

PJM-3 PJM-4  PJM-5

(2030-
2034)

(2035-
2039)

(2040-
2044)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

1. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pihak Lainnya:

Perusahaan Swasta

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pihak Lainnya:

1. Perusahaan
Swasta




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa
minimal pada zona perkantoran

Lokasi

SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3
SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 | PJM-5 Sumber
1 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan

2024 2025 | 2026 2027 2028 2029 2034) 2039) 2044)

APBD
Kabupaten

Penerapan konsep green building bagi pembangunan
perkantoran pemerintah dan swasta pada zona
perkantoran

SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3
SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Instansi
Pelaksana

Pemerintah
Kabupaten Siak:

1.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten,
Swasta

Penyusunan kajian integrasi zona perkantoran dengan
jaringan transportasi perkotaan

SWP A Blok
A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3
SWP B Blok
B.1 dan Blok
B.2

Pemerintah
Kabupaten Siak:

1.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
Kabupaten Siak,
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Siak,
DPMPTSP
Kabupaten Siak

Pihak Lainnya:

APBD
Kabupaten

1. Perusahaan
Swasta
Pemerintah

Kabupaten Siak:

1.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Indikasi Program Lokasi PJM- PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 | PJM-5 Sumber Instansi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 (2030- (2035- | (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2025 | 2026 2027 2028 2029 2034) 2039) 2044)
2. Dinas
Perhubungan
Pemerintah

Kabupaten Siak:
1. Dinas Pekerjaan

SWP A Blok Umum, Tata
A.1, Blok A.2, Ruan ’
f Integrasi zona perkantoran dengan jaringan dan Blok A.3 APBD Perurﬁ,ahan
" |transportasi perkotaan SWP B Blok Kabupaten Rakyat Dan
B.1 dan Blok
B.2 Kawasan
’ Pemukiman
2. Dinas
Perhubungan
2.9 |Perwujudan Rencana Zona Transportasi
Pemerintah
Kabupaten Siak:
SWP A Blok 1. Badan
A1 dan Blok Perencanaan
a Penetapan dan penyusunan kajian rencana A' 3 APBD Pembangunan,
pengembangan zona transportasi SWP B Blok Kabupaten Penelitian Dan
B.2 Pengembangan
’ Daerah
2. Dinas
Perhubungan
Pemerintah
Kabupaten Siak:
SWP A Blok .
1. Dinas
A.1 dan Blok APBD
. Perhubungan
b. |Pembangunan kawasan zona transportasi A.3 Kabupaten, . .
Pihak Lainnya:
SWP B Blok Swasta
B.2 1. Perusahaan
’ Swasta/ Badan
Usaha
SWP A Blok Pemerintah .
Kabupaten Siak:
A.1 dan Blok : )
. . . APBD 1. Dinas Pekerjaan
c. |Integrasi zona transportasi dengan sektor strategis A3 Kabupaten Umum. Tata
SWP B Blok p ’
B.2 Ruang,

Perumahan




Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Prioritas

Lokasi

Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa
minimal zona transportasi

SWP A Blok
A.1 dan Blok
A.3

SWP B Blok
B.2

Penyediaan ruang terbuka hijau pada zona transportasi

SWP A Blok
A.1 dan Blok
A.3

SWP B Blok
B.2

Pengawasan kualitas lingkungan secara berkala

SWP A Blok
A.1 dan Blok
A.3

SWP B Blok
B.2

PJM-
1
2024

2025

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
PJM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5
(2030- (2035- | (2040-

2026 2027 2028 2029 2034) 2039) 2044)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman
2. Dinas
Perhubungan

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

APBD
Kabupaten,
Swasta

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Pemukiman

2. Dinas
Lingkungan
Hidup

Pihak Lainnya:

1. Perusahaan
Swasta/ Badan
Usaha

APBD
Kabupaten

Pemerintah

Kabupaten Siak:

1. Dinas
Lingkungan
Hidup




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Indikasi Program Loﬁasi PJM- PJIM-2 (2025-2029) PJM-3 PJM-4 PJM-5 Sumber Instansi
Pemanfaatan Ruang Prioritas 1 i ‘ (2030- (2035- (2040- Pendanaan Pelaksana
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034) 2039) 2044)
Pemerintah
Kabupaten Siak;
1. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
" A k b R
Pengawasan terhadap setiap pengembangan konstruksi | i“IIP HiE APBD P:rirrlf;han
g |pada zona trane?portas1 yang berada 'dr dekat.sungm b. SWP B Blok || Kabupaten Rakyat Dan
harus mempertimbangkan aspek fisik sungai i
B.2 Kawasan
Pemukiman
2. Dinas
Perhubungan
3. Satpol PP
2.10 Perwujudan Rencana Zona Pertahanan dan
""" |Keamanan
g A SWPA Blok Pemerintah Pusat:
Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasaranaa A2 e e
a. 5 1. Kementerian
minimal zona pertahanan dan keamanan b. SWP B Blok
Pertahanan
B.2
BUPATI $IAK,

ED
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030 Pertanian Buah Jeruk X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
031 Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 1 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
032 Pertanian Buah Beri X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
033 Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
034 Pertanian Sayuran Tahunan X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
035 Pertanian Buah Semak Lainnya X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2, B2
036 Perkebunan Buah Kelapa X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 X I T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2, B2
037 Perkebunan Buah Kelapa Sawit X B2 | B2 X X X X X I T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2, B2
038 Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2, B2
039 Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
040 Perkebunan Lada X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2, B2
041 Perkebunan Cengkeh X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
042 Pertanian Cabai X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
043 Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
044 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
045 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
046 Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang X X B2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
047 Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
048 Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya X B2 B2 X X X X X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
049 Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya X B2 B2 X X X X X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
050 Pertanian Tanaman Hias X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
051 Pertanian Pengembangbiakan Tanaman X B2 B2 B2 B2 B2 B2 T2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
052 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
053 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 X I T2,B2 | T2, B2 X T2, B2 | T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
054 Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 X I T2,B2 | T2, B2 X T2, B2 | T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
055 Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 X I T2,B2 | T2, B2 X T2, B2 | T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
056 Peternakan Kuda dan Sejenisnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
057 Peternakan unta dan sejenisnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
058 Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
059 Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
060 Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
061 Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 T2, B2 T2, B2 X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
062 Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 T2, B2 T2, B2 X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
063 Peternakan Babi X X X X X X X X T2, B2 X X X X X X X X X X X X X X
064 Budidaya Ayam Ras Pedaging X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
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065 Budidaya Ayam Ras Petelur X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 X I T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2, B2 X X X T2,B2 | T2,B2 | T2, B2 X X X
066 Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
067 Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
068 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
069 Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 X I T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2,B2 | T2, B2 X X X T2,B2 | T2,B2 | T2, B2 X X X
070 Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
071 Pembibitan Ayam Ras X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
072 Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
073 Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 X X X X X X X X X X X X
074 Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 X T2, B2 T2, B2 X X X X X X X X T2, B2
075 Pembibitan Dan Budidaya Lebah X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X T2, B2
076 Pembibitan Dan Budidaya Rusa X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 X X X X X X X X T2, B2 X X T2, B2
077 Pembibitan Dan Budidaya Kelinci X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
078 Pembibitan Dan Budidaya Cacing X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
079 Pembibitan dan Budidaya Burung Walet B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 X X X B2 B2 B2 X B2 X
080 Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
081 Jasa Pengolahan Lahan X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X
082 Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X
083 Jasa Pemanenan X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X
084 Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X
085 Jasa Penunjang Pertanian Lainnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X
086 Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
087 Jasa Perkawinan Ternak X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
088 Jasa Penetasan Telur X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
089 Jasa Penunjang Peternakan Lainnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 X X X
090 Jasa Pasca Panen X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
091 Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
092 Perburuan dan Penangkapan Primata X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
093 Perburuan dan Penangkapan Mamalia X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
094 Perburuan dan Penangkapan Reptil X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
095 Perburuan dan Penangkapan Burung X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
096 Perburuan dan Penangkapan Insekta X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
097 Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
098 Penangkaran Primata X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
099 Penangkaran Mamalia X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2
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100 Penangkaran Reptil X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X T2,B2 | T2,B2 | T2, B2 X X X T2,B2 | T2,B2 | T2, B2 X X T2, B2
101 Penangkaran Burung X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2,B2 | T2, B2 X X X T2,B2 | T2,B2 | T2, B2 X X T2, B2
102 Penangkaran Insekta X B2 | B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2,B2 | T2, B2 X X X T2,B2 | T2,B2 | T2, B2 X X T2, B2
103 Penangkaran Anggrek X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
104 Penangkaran Ikan dan Coral/karang X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
105 Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 I T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
106 Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
107 Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
108 Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
109 Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
110 Pemanfaatan Kayu Hutan Alam X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
111 Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
112 Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
113 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
114 Pemanenan kayu X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
115 Usaha Pemungutan Kayu X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
116 Usaha Kehutanan Lainnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
117 Pemungutan Getah Karet X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
118 Pemungutan Rotan X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
119 Pemungutan Getah Pinus X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
120 Pemungutan Daun Kayu Putih X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
121 Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
122 Pemungutan Damar X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
123 Pemungutan Madu X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
124 Pemungutan Bambu X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
125 Pemungutan Bukan Kayu Lainnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
126 Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
127 Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
128 Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
129 Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
130 Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya X B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I T2, B2 X X T2, B2 T2, B2 X X T2, B2 X X T2, B2 X X X
131 Penangkapan Pisces/lkan Bersirip Di Laut ’[1;22’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
132 Penangkapan Crustacea Di Laut ’[1;22’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
133 Penangkapan Mollusca Di Laut ’[B‘22’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
134 Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut ’[1;22’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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135 Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut 222’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
136 Penangkapan Echinodermata Di Laut 222’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
137 Penangkapan Coelenterata Di Laut 222’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
138 Penangkapan Ikan Hias Laut '}1;22’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
139 Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut '}1;22’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
140 Penangkapan Pisces/lkan Bersirip Di Perairan Darat 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
141 Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
142 Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
143 Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
144 Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
145 Penangkapan Ikan Hias Di Perairan Darat 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
146 Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
147 Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
148 Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
149 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
150 Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat ’gzz’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
151 Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
152 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
153 Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi dan/atau Termasuk DalamAppendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
154 Penangkapan/Pengambilan Crustacea Yang Dilindungi dan/atau Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
155 Penangkapan/Pengambilan Mollusca Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
156 Penangkapan/Pengambilan Coelenterata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
157 Penangkapan/Pengambilan Echinodermata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
158 Penangkapan/Pengambilan Amphibia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
159 Penangkapan/Pengambilan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
160 Penangkapan/Pengambilan Mamalia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
161 (P;tr:;ngkapan/ Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks x x x x x x X X X x X x x x x x x x X x x x x
162 Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut ’11;22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
163 Pembenihan Ikan Laut ’11;22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
164 Budidaya Ikan Hias Air Laut ’11;22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
165 Budidaya Karang (Coral) ;22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
166 Pembesaran Mollusca Laut ’11;22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
167 Pembesaran Crustacea Laut ’11;22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
168 Pembesaran Tumbuhan Air Laut ’11;22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
169 Budidaya Air Laut Lainnya ’11;22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
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170 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
171 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
172 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
173 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah '}1;22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
174 Budidaya Ikan Hias Air Tawar g22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
175 Pembenihan Ikan Air Tawar 1}32’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
176 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X 1 X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
177 Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya ’IB‘22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
178 Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut ’IB‘22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
179 Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut ’IB‘22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
180 Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut ’IB‘22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
181 Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar ’IB‘22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
182 Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar ’IB‘22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
183 Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar ’IB‘22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
184 Pembesaran Pisces/lkan Bersirip Air Payau ’IB‘22’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
185 Pembenihan Ikan Air Payau 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
186 Pembesaran Mollusca Air Payau 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
187 Pembesaran Crustacea Air Payau 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
188 Pembesaran Tumbuhan Air Payau 222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
189 Budidaya Biota Air Payau Lainnya ’222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
190 Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau ’222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
191 Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau ’222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
192 Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau ’222’ B2 B2 B2 B2 B2 B2 X I X T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2 T2, B2
193 Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
194 Pengembangbiakan Crustacea Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
195 Pengembangbiakan Mollusca Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
196 Pengembangbiakan Coelenterata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
197 Pengembangbiakan Echinoderma Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
198 Pengembangbiakan Amphibia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
199 Pengembangbiakan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
200 Pengembangbiakan Mamalia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
201 Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
B Pertambangan dan Penggalian
001 Pertambangan Batu Bara X X X X X X X X ’115;11,, TBQQ’ ’11;11” 11;22’ X X X X X X X X X X X X X
002 Pertambangan Lignit X X X X X X X X ’115;11,, TBQQ’ ’11;11’, 222’ X X X X X X X X X X X X X
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T1, T2, Ti, T2, T1, T2, Ti, T2, Ti, T2, T1, T2, Ti, T2, Ti, T2,
003 Pertambangan Minyak Bumi B3 B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1,
B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3
T1,T2, | T1,T2, | T1,T2, | TI,T2, T1,T2, | T1,T2, | T1,T2, | TI,T2,
004 Pertambangan Gas Alam B3 B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1,
B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3
T1,T2, | T1,T2, | T1,T2, | T1,T2, | T1,T2, | T1,T2, | T1,T2, | T1,T2, | T1,T2, | T1,12, | T1,T2,
005 Pengusahaan Tenaga Panas Bumi B3 B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1,
B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3 B2, B3
006 Pertambangan Pasir Besi X X X X X X X X X X X X X X
007 Pertambangan Bijih Besi X X X X X X X X X X X X X X
008 Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium X X X X X X X X X X X X X X
009 Pertambangan Bijih Timah X X X X X X X X X X X X X X
010 Pertambangan Bijih Timah Hitam X X X X X X X X X X X X X X
011 Pertambangan Bijih Bauksit X X X X X X X X X X X X X X
012 Pertambangan Bijih Tembaga X X X X X X X X X X X X X X
013 Pertambangan Bijih Nikel X X X X X X X X X X X X X X
014 Pertambangan Bijih Mangan X X X X X X X X X X X X X X
015 Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi X X X X X X X X X X X X X X
016 Pertambangan Emas Dan Perak X X X X X X X X X X X X X X
017 Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya X X X X X X X X X X X X X X
. . T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2,
018 Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan X X X X X X X X B1, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 X
. . T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2,
019 Penggalian Batu Kapur/Gamping X x| X X X X X X BL,B2 | BLB2 | gy ps | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | Bl,B2 X
. O T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2,
020 Penggalian Kerikil/Sirtu X x| X X X X X X BL,B2 | BLB2 | gy gy | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | Bl,B2 X
. . T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2,
021 Penggalian Pasir X x| X X X X X X BL,B2 | BLB2 | gy gy | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | Bl,B2 X
. . T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2,
022 Penggalian Tanah dan Tanah Liat X x| x X X X X X BL,B2 | BLB2 | By By | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | Bl,B2 X
. . T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2,
023 Penggalian Gips X x| x X X X X X BL,B2 | BLB2 | By By | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | Bl,B2 X
. T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2,
024 Penggalian Tras X x| x X X X X X BL,B2 | BLEB2 | gy By | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | Bl,B2 X
. T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2,
025 Penggalian Batu Apung X x| x X X X X X BL,B2 | BLB2 | By By | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | Bl,B2 X
. . . . T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2, T1, T2,
026 Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya X X X X X X X X B1, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 X
T1, T2, T1, T2,
027 Pertambangan Belerang X X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X X X X X X X X X X
T1, T2, T1, T2,
028 Pertambangan Fosfat X X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X X X X X X X X X X
. T1, T2, T1, T2,
029 Pertambangan Nitrat X X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X X X X X X X X X X
. T1, T2, T1, T2,
030 Pertambangan Yodium X X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X X X X X X X X X X
031 Pertambangan Potash (Kalium Karbonat) X X X X X X X X i, ez, 1, 12, X X X X X X X X X X X X X
B1, B2 B1, B2
03 . . . T1, T2, T1, T2,
2 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya X X X X X X X X Bl B2 B1. B2 X X X X X X X X X X X X X
. T1,T2, | T1,T2,
033 Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat) X X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X X X X X X X X X X
. T1,T2, | T1,T2,
034 Ekstraksi Garam X X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X X X X X
. T1,T2, | T1,T2,
035 Pertambangan Batu Mulia X X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X X X X X X X X X X
. X T1,T2, | T1,T2,
036 Penggalian Feldspar dan Kalsit X X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X X X X X X X X X X
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037 Pertambangan Aspal Alam X X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X X X X X X X X X X
. T1,T2, | T1,T2,
038 Penggalian Asbes X X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X X X X X X X X X X
. . T1,T2, | T1,T2,
039 Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa X X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X X X X X X X X X X
. . T1,T2, | T1,T2,
040 Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl X X X X X X X X Bl B2 B1. B2 X X X X X X X X X X X X X
041 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam X X X X X X X X B1, B2 B1, B2 ']1;11’ TB22, ']l;ll’ TB22, ’]1;11’ ’1];22’ ']l;ll’ TB22, ']l;ll’ TB22, ’]1;11’ ’1];22’ ']l;ll’ TB22, ']l;ll’ TB22, ’]1;11’ ’1];22’ gll’ 1];;22’ gll’ 1];;22’ ’]1;11’ ’1];22’ X
042 Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya X X X X X X X X B1, B2 B1, B2 ’]1;11’ ’1];22’ ’]1;11’ TB22, gll’ 11;22’ ’]1;11’ TB22’ ’]1;11’ TB22’ gll’ 11;22’ ’]1;11’ TB22’ ’]1;11’ TB22’ gll’ ’I];’22, ’]1;11’ TB22’ ’]1;11’ TB22’ gll’ ’I];’22, X
Cc Industri Pengolahan
. . T2, T3, | T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, TS,
001 Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas X X X X X X X X B2 B2 X X B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 X X X
. . T2, T3, | T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
002 Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas X X X X X X X X B2 B2 X X B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 X X X
003 Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas X X X X X X X X ’]1;21’ ’1;332’ I X X X X X X X X X X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
004 Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan X X X X X X X X Bl, B2 I X B2 B2 B2 X X X X X X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
005 Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan X X X X X X X X Bl, B2 I X B2 B2 B2 X X X X X X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
006 Industri Pembekuan Ikan X X X X X X X X Bl, B2 I X B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X X X X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
007 Industri Pemindangan Ikan X X X X X X X X Bl, B2 I X B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X X X X X X X
. . . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
008 Industri Peragian/Fermentasi Ikan X X X X X X X X Bl, B2 I X B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X X X X X X X
. . . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
009 Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi X X X X X X X X Bl, B2 I X B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X X X X X X X
. S T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
010 Industri Pendinginan/Pengesan Ikan X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X
. . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
011 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X
. . . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
012 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X
. T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
013 Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng X X X X X X X X B1, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X
. . . . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
014 Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X
. . . . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
015 Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya X X X X X X X X B1, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X
. . . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
016 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya X X X X X X X X B1, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X
. . . . . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
017 Industri Pemindangan Biota Air Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X
. . R . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
018 Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X
. . . . . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
019 Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X
. S . . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
020 Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 X X X X X X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
021 Industri pengolahan rumput laut X X X X X X X X Bl, B2 1 X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 B1, B3 B1, B3 B1, B3 B1, B2 X X X
. . . . . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
022 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
023 Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 B1, B3 B1, B3 B1, B3 B1, B2 X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
024 Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 B1, B3 B1, B3 B1, B2 B1, B2 X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
025 Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran X X X X X X X X Bl, B2 I X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
026 Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran X X X X X X X X B1, B2 I X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
027 Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng X X X X X X X X B1, B2 I X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
028 Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran X X X X X X X X B1, B2 I X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
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. . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
029 Industri Tempe Kedelai X X X X X X X X B1, B2 L X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
030 Industri Tahu Kedelai X X X X X X X X B1, B2 L X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 X X X
. . . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
031 Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
032 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan X X X X X X X X Bl, B2 I X Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
s . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
033 Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
034 Industri Margarine X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
s . . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
035 Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
A T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
036 Industri Minyak Ikan X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
A . . . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
037 Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
038 Industri Kopra X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
A T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
039 Industri Minyak Mentah Kelapa X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
A T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
040 Industri Minyak Goreng Kelapa X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
. T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
041 Industri Pelet Kelapa X x| x X X X X X BI, B2 ! X X BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 X X X
A . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
042 Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
A . . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
043 Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
. . s . . . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3,
044 Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
. . . . . . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
045 Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
. . s . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
046 Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit X X X X X X X X B1, B2 I X X B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
. . s Lo . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
047 Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit X X X X X X X X B1, B2 I X X B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
s . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
048 Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
s . R T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
049 Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
050 Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim X X X X X X X X B1, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
051 Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
052 Industri Pengolahan Es Krim X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
053 Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) X X X X X X X X 12, s I X X X X X X X 2,13, 2, 1%, X X X X
B1, B2 B1, B2 B1, B2
. . . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
054 Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya X X X X X X X X B1, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. o . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, [ T2, T3,
055 Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X X Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
. o . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, [ T2, T3,
056 Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
. o . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, [ T2,T3,
057 Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) X X X X X X X X B1, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
. T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, [ T2, T3,
058 Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung X X X X X X X X B1, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
. T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, [ T2, T3,
059 Industri Makanan Sereal X X X X X X X X B1, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3,
060 Industri Tepung Terigu X x| x X X X X X B1, B2 I X X BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3,
061 Industri Pati Ubi Kayu X x| x X X X X X B1, B2 I X X BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 X X X
. . . T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3,
062 Industri Berbagai Macam Pati Palma X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
. — T2, T3, T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
063 Industri Glukosa Dan Sejenisnya X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
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. o T2, T3, T2,73, | T2,T3, | T2,73, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
064 Industri Pati dan Produk Pati Lainnya X X | X X X X X X Bl, B2 I X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | BI,B2 X X X
) . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
065 Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 Bl1, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
) . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
066 Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung X X | X X %S %S S S Bl, B2 L X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 X X X
) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
067 Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung X X | X X %S %S S S Bl, B2 L X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 X X X
. T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
068 Industri Pati Beras dan Jagung X x | X X X X X X Bl, B2 L X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BL,B2 | BI,B2 X X X
} L T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
069 Industri Pemanis dari Beras dan Jagung X X | X X X X X X B1, B2 I X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BL,B2 | BI,B2 X X X
o . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
070 Industri Minyak Dari Jagung dan Beras X X | X X X X X X Bl, B2 L X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 X X X
) ) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,73, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
071 Industri Produk Roti Dan Kue X X X X X X X X Bl, B2 L X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 X X X
) ) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,73, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
072 Industri Gula Pasir X X X X X X X X B1, B2 L X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 X X X
) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
073 Industri Gula Merah X X | X X X X X X B1, B2 1 X X B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI, B2 X X X
- T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
074 Industri Sirop X X | X X X X X X B1, B2 1 X X B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI, B2 X X X
) ) ) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
075 Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 BI1, B2 X X X
) T2, T3, T2,73, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
076 Industri Kakao X X | x X X X X X Bl, B2 L X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | Bl,B2 X X X
) ) . T2, T3, T2,73, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
o077 Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat X X X X X X X X Bl, B2 1 X X Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
o . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
078 Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering X X X X X X X X B1, B2 1 X X B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,73, | T2,T3, | T2,T3, | T2,73, | T2, T3, | T2, T3,
079 Industri Kembang Gula X X | X X X X X X B1, B2 I X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI, B2 X X X
) ) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,73, | T2, T3, | T2,T3, | T2,73, | T2, T3, | T2, T3,
080 Industri Kembang Gula Lainnya X X X X X X X X B1, B2 I X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | BI, B2 X X X
) o N T2, T3, T2,73, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
081 Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya X X X X X X X X Bl, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 BI1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
082 Industri Makanan dan Masakan Olahan X X | x X X X X X Bl, B2 ! X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BL,B2 | Bl,B2 X X X
) ) T2, T3, T2,T3, | T2,7T3, | T2,73, | T2, T3, | T2, T3, | T2, 73, | T2, T3, | T2, T3,
083 Industri Pengolahan Kopi X X | X X X X X X Bl, B2 ! X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | B1,B2 X X X
) o T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
084 Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) X X X X X X X X BI, B3 I X X B1,B> | B1.B3 | BL.B2 | BL,B2 | BI,B2 | B1.B3 | B1.B3 | BI, B2 X X X
) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
085 Industri Pengolahan Teh X X | X X X X X X Bl, B2 L X X BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BL,B2 | BI,B2 X X X
) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
086 Industri Kecap X X | X X X X X X Bl, B2 L X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BIl,B2 X X X
) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,73, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
087 Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan X X X X X X X X Bl, B2 1 X X Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
) ) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
088 Industri Produk Masak Dari Kelapa X X X X X X X X Bl1, B2 I X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 X X X
) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
089 Industri Pengolahan Garam X X X X X X X X B1, B2 ! X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl1,B2 X X X
) ) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
090 Industri Produk Masak Lainnya X X | X X X X X X B1, B2 ! X X BL,B2 | BI,B2 | BI,B2 | BL,B2 | BI,B2 | BL,B2 | BL, B2 | Bl,B2 X X X
) ) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
091 Industri Makanan Bayi X X | x X X X X X B, B2 ! X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | BI,B2 X X X
) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
092 Industri Kue Basah X X | X X X X X X B, B2 ! X X B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI, B2 X X X
) ) . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
093 Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu X X X X X X X X B1, B2 I X X B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
) - N T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
094 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya X X | X X X X X X Bl, B2 L X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 X X X
o ) T2, T3, T2, T3, | T2, 13,
095 Industri Krimer Nabati X X X X X X X X B1, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
096 Industri Dodol X X | X X X X X X B, B2 ! X X B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 X X X
) ) T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
097 Industri Produk Makanan Lainnya X X X X X X X X B1, B2 ! X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 X X X
] T2, T3, T2, T3, T2, T3,
098 Industri Ransum Makanan Hewan X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
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) T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
099 Industri Konsentrat Makanan Hewan X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
- . . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
100 Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
o . . . . . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
101 Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya X X X X X X X X B1, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
o . . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
102 Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt X X X X X X X X B1, B2 1 X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
) T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
103 Industri Malt X X X X X X X X BT, B3 I X X X X X X X B1.B3 | BL B3 X X X X
o . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
104 Industri Minuman Ringan X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
105 Industri Air Kemasan X X X X X X X X B1, B2 ! X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl, B2 X X
e ) T2, T3, T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
106 Industri Air Minum Isi Ulang X X X X X X X X B1, B2 ! X X B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI, B2 X X
o . T2, T3, T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
107 Industri Minuman Lainnya X XX X X X X X B1, B2 L X X B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 X X
o T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
108 Industri Sigaret Kretek Tangan X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
) . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
109 Industri Rokok Putih X X X X X X X X B1, B3 I X X X X X X X B1,B3 | BL B3 X X X X
o ) T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
110 Industri Sigaret Kretek Mesin X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
) ) T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
111 Industri Rokok Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
) ) T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
112 Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
) . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
113 Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
o ) T2, T3, | T2, T3,
114 Industri Persiapan Serat Tekstil X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
o T2, T3, | T2, T3,
115 Industri Pemintalan Benang X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
o . T2, T3, | T2, T3,
116 Industri Pemintalan Benang Jahit X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
) ) . T2, T3, | T2, T3,
117 Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 Bl B2 X X X X
o T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
118 Industri Kain Tenun Ikat X XX X X X X X X ! B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | BI,B2 X X X
) ) T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
119 Industri Bulu Tiruan Tenunan X X X X X X X X X I Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
) T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
120 Industri Penyempurnaan Benang X XX X X X X X X ! B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | BI,B2 X X X
) . T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
121 Industri Penyempurnaan Kain X XX X X X X X X ! B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | BI,B2 X X X
) ) T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
122 Industri Pencetakan Kain X X X X X X X X X ! B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 X X X
N T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
123 Industri Batik X XX X X X X X X ! B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | BI,B2 X X X
R T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
124 Industri Kain Rajutan X X X X X X X X X L B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 | Bl, B2 X X X
o T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
125 Industri Kain Sulaman X X X X X X X X X L Bl,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 | Bl, B2 X X X
) ! . T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
126 Industri Bulu Tiruan Rajutan X x| X X X X X X X ! BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | BI, B2 X X X
) ) . T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
127 Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga X X X X X X X X X I B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
) ) ) T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | 12,73, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
128 Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman X X X X X X X X X I Bl, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
) . T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
129 Industri Bantal dan Sejenisnya X X X X X X X X X ! B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 | Bl, B2 X X X
) o T2,T3, | T2, T3, | T2,7T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
130 Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman X X X X X X X X X 1 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
) . T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
131 Industri Karung Goni X X X X X X X X X L B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 | Bl, B2 X X X
) . T2, T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
132 Industri Karung Bukan Goni X X X X X X X X X L B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 | Bl,B2 | Bl, B2 X X X
) ) L T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3, | T2, T3,
133 Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya X X X X X X X X X I Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
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. . T2, T3, | T2, T3,
134 Industri Karpet dan Permadani X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
R T2, T3, | T2, T3,
135 Industri Tali X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
. . . T2, T3, | T2, T3,
136 Industri Barang Dari Tali X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
R, . T2, T3, | T2, T3,
137 Industri Kain Pita (Narrow Fabric) X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . . . T2, T3, | T2, T3,
138 Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 Bl B2 X X X X
- T2, T3, | T2, T3,
139 Industri Non Woven (bukan Tenunan) X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
R T2, T3, | T2, T3,
140 Industri Kain Ban X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
- T2, T3, | T2, T3,
141 Industri Kapuk X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
R . . T2, T3, | T2, TS,
142 Industri Kain Tulle dan Kain Jaring X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. L T2, T3, | T2, TS,
143 Industri Tekstil Lainnya X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
144 Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil X X X X X X X X X I X X X X X X X ’]221’ '11‘332, ’1221’ ’I]:)’32, X X X X
145 Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, s, 12,18, X X X X
B1, B2 B1, B2
o . . T2, T3, | T2, T3,
146 Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl BD B1. B X X X X
147 Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil X X X X X X X X X I X X X X X X X 221’ TB32’ gzl’ 11;32’ X X X X
148 Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, s, 2,1, X X X X
B1, B2 B1, B2
. . . . . T2, T3, | T2, T3,
149 Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 Bl B2 X X X X
. . R T2, T3, | T2, T3,
150 Industri Pakaian Jadi Rajutan X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
151 Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, s 2,1, X X X X
B1, B2 B1, B2
152 Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya X X X X X X X X X I X X X X X X X 12,13, 2,8, X X X X
B1, B2 B1, B2
. . T2, T3, | T2, TS,
153 Industri Pengawetan Kulit X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, | T2, TS,
154 Industri Penyamakan Kulit X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, | T2, TS,
155 Industri Pencelupan Kulit Bulu X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . s T2, T3, | T2, T3,
156 Industri Kulit Komposisi X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . . . s o T2, T3, | T2, T3,
157 Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 Bl B2 X X X X
. . . . s . . T2, T3, | T2, T3,
158 Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 Bl B2 X X X X
. . . . s T2, T3, | T2, TS,
159 Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 B1. B2 X X X X
. . . . L . T2, T3, | T2, T3,
160 Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 B1. B2 X X X X
161 Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari X X X X X X X X X I X X X X X X X ;21’ 1];;32’ ’]1;21’ ’1]-332’ X X X X
. T2, T3, | T2, TS,
162 Industri Sepatu Olahraga X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . . T2, T3, | T2, TS,
163 Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 B1. B2 X X X X
. S T2, T3, | T2, TS,
164 Industri Alas Kaki Lainnya X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, TS,
165 Industri Penggergajian Kayu X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, TS,
166 Industri Pengawetan Kayu X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. A T2, T3, T2, T3, | T2, TS,
167 Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, TS,
168 Industri Pengolahan Rotan X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
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169 Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
170 Industri Kayu Lapis X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . o . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
171 Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
172 Industri Panel Kayu Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
173 Industri Veneer X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
. N T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
174 Industri Kayu Laminasi X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
175 Industri Barang Bangunan Dari Kayu X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
. - . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
176 Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
17 Industri Wadah Dari Kayu X XX X X X X X Bl, B2 ! B1,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | B1,B2 | B1,B2 | BI, B2 X X X
. . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
178 Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu X X X X X X X X Bl, B2 I Bl, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
. . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
179 Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu X X X X X X X X Bl, B2 I Bl, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 X X X
. . . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3,
180 Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller X X X X X X X X Bl, B2 I Bl, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
. . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
181 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu X X X X X X X X Bl, B2 I Bl, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
. T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3,
182 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu X x| x X X X X X BI, B2 ! BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 | BI,B2 | B1,B2 | BI,B2 X X X
. . . T2, T3, T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2,T3, | T2, T3, | T2, T3,
183 Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I Bl, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 B1, B2 Bl, B2 X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
184 Industri Bubur Kertas (Pulp) X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
185 Industri Kertas Budaya X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
186 Industri Kertas Berharga X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
187 Industri Kertas Khusus X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
188 Industri Kertas Lainnya X X X X X X X X B1, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
189 Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
190 Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton X X X X X X X X B1, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
191 Industri Kertas Tissue X X X X X X X X B1, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
192 Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
193 Industri Pencetakan Umum X X X X X X X X X I X B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 X X X
194 Industri Pencetakan Khusus X X X X X X X X X I X B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 X X X
195 Industri Pencetakan 3D Printing X X X X X X X X X I X B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 X X X
196 Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan X X X X X X X X X I X B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 ’11;21’ TBSQ’ ’gzl’ ’1;332’ X
. . . . T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
197 Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak X X X X X X X X X I X X B1, B2 B1, B3 B1, B3 B1, B2 B1, B3 B1, B3 B1, B3 B1, B2 B1, B2 B1, B3 X
. . . . T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2,T3, | T2, T3,
198 Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video X X X X X X X X X I X X Bl, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 Bl, B2 Bl, B2 B1, B2 X
T2, T3, | T2, T3,
199 Industri produk dari batu bara X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B1, X X X X
B2, B3 B2, B3
T2, T3, | T2, T3,
200 Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B1, X X X X
B2, B3 B2, B3
T2, T3, | T2, T3,
201 Industri Pembuatan Minyak Pelumas X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B1, X X X X
B2, B3 B2, B3
T2, T3, | T2, T3,
202 Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B1, X X X X
B2, B3 B2, B3
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T2, T3, | T2, TS,
203 Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B1, X X X X
B2, B3 B2, B3
T2, T3, | T2, T3,
204 Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B1, X X X X
B2, B3 B2, B3
T2, T3, | T2, TS,
205 Industri Briket Batu Bara X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B1, X X X X
B2, B3 B2, B3
206 Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali X X X X X X X X X I X X X X X X X ’]221’ ’11;32’ ’1221’ 232’ X X X X
207 Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri X X X X X X X X X I X X X X X X X ’]1;21’ TB32, 11_;,21’ 11;32’ X X X X
208 Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, s 12,18, X X X X
B1, B2 B1, B2
209 Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, s, 12,1, X X X X
B1, B2 B1, B2
210 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian X X X X X X X X X I X X X X X X X 221’ TB32’ gzl’ 11;32’ X X X X
211 Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen X X X X X X X X X I X X X X X X X ’é21’ TB32’ 11;21’ 11;32’ X X X X
212 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara X X X X X X X X X I X X X X X X X ’]221’ '11‘332, ’1221’ ’I]:)’32, X X X X
213 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus X X X X X X X X X I X X X X X X X ’]221’ '11‘332, ’1221’ ’I]:)’32, X X X X
214 Industri Kimia Dasar Organik Lainnya X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, 13, 2, X X X X
B1, B2 B1, B2
. . . . T2, T2, T3, | T2, T3,
215 Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer X X X X X X X X Bl, B2 I X T3 T3 T3 X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
. . T2, T2, T3, | T2, T3,
216 Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . . T2, T2, T3, | T2, T3,
217 Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer X X X X X X X X B1, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T2, T3, | T2, T3,
218 Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer X X X X X X X X B1, B2 I X T3 T3 T3 X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T2, T3, | T2, T3,
219 Industri Pupuk Hara Makro Sekunder X X X X X X X X B1, B2 I X T3 T3 T3 X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T2, T3, | T2, T3,
220 Industri Pupuk Hara Mikro X X X X X X X X B1, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T2, T3, | T2, T3,
221 Industri Pupuk Pelengkap X X X X X X X X B1, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T2, T3, | T2, T3,
222 Industri Media Tanam X X X X X X X X B1, B2 I X T3 T3 T3 X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T2, T3, | T2, T3,
223 Industri Pupuk Lainnya X X X X X X X X Bl, B2 I X T3 T3 T3 X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. e . . T2, T2, T3, | T2, T3,
224 Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T2, T3, | T2, T3,
225 Industri Karet Buatan X X X X X X X X Bl, B2 I X 3 ) 3 X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T2, T3, | T2, T3,
226 Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T2, T3, | T2, TS,
227 Industri Pemberantas Hama (Formulasi) X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T2, T3, | T2, T3,
228 Industri Zat Pengatur Tumbuh X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . 2} T2, T3, | T2, T3,
229 Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, | T2, T3,
230 Industri Cat dan Tinta Cetak X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . . T2, T3, | T2, TS,
231 Industri Pernis (Termasuk Mastik) X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T3, | T2, TS,
232 Industri Lak X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
233 Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga X X X X X X X X X I X X X X X X X g21’ 1]‘332’ ’]1;;21’ ’1];32’ X X X X
234 Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi X X X X X X X X X I X X X X X X X g21’ gig’ gzl’ ’1;;32’ X X X X
. . T2, T3, | T2, TS,
235 Industri Kosmetik Untuk Hewan X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
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236 Industri Perekat Gigi X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
. T2, T3, | T2, T3,
237 Industri Perekat/Lem X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
. T2, T3, | T2, T3,
238 Industri Bahan Peledak X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
- T2, T3, | T2, T3,
239 Industri Tinta X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
R - T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
240 Industri Minyak Atsiri X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
. . T2, T3, | T2, T3,
241 Industri Korek Api X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
242 Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah X X X X X X X X X I X X X X X X X 2,13, 2, 1%, X X X X
B1, B2 B1, B2
243 Industri Barang Kimia Lainnya YTDL X X X X X X X X X I X T3 T3 T3 X X X 12, s, 12,1, X X X X
B1, B2 B1, B2
244 Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan X X X X X X X X X I X X X X X X X 221’ TB32’ gzl’ 11;32’ X X X X
- T2, T3, | T2, T3,
245 Industri Serat Stapel Buatan X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
246 Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia X X X X X X X X X I X X X X X X X 12,13, 12, 18, X X X X
B1, B2 B1, B2
247 Industri Produk Farmasi Untuk Manusia X X X X X X X X X I X X X X X X X 12,13, 12, 18, X X X X
B1, B2 B1, B2
248 Industri Produk Farmasi Untuk Hewan X X X X X X X X X I X X X X X X X 12,13, 12, 18, X X X X
B1, B2 B1, B2
249 Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan X X X X X X X X X I X X X X X X X 12,13, 12, 18, X X X X
B1, B2 B1, B2
250 Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 X X X X X X X X X I X X X X X X X EQI’ ’ESQ’ ’]I_)"Zl, ’11‘332’ X X X X
251 Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia X X X X X X X X X I X 3 ) 3 X X X ’]221’ 'I]‘332, ’1221’ ’11‘332’ X X X X
252 Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia X x | x X X X X X X I X 3 3 3 X X X S I X X X X
253 Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan X x | x X X X X X X I X 3 3 3 X X X S I X X X X
254 Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan X X X X X X X X X I X 3 ) 3 X X X ']I;Ql’ '11‘332’ ’]1;21’ ’1];32’ X X X X
. T2, T3, | T2, T3,
255 Industri Ban Luar Dan Ban Dalam X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, | T2, T3,
256 Industri Vulkanisir Ban X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
257 Industri Pengasapan Karet X X X X X X X X B1, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
258 Industri Remilling Karet X X X X X X X X 11;21’ 'Ig32, I X T3 T3 T3 X X X T3 T3 T3 X X X
. T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
259 Industri Karet Remah (Crumb Rubber) X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
260 Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
261 Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
262 Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B3 B1, B3 X X X X
. . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
263 Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X B1, B3 B1, B3 X X X X
. . . T2, T3, T2, T3, | T2, T3,
264 Industri Barang Dari Karet Lainnya Ytdl X X X X X X X X Bl, B2 I X X X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
265 Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan X X X X X X X X X I X X X X X X X ’]1;21’ TB32, ’11;21’ ’1;332’ X X X X
266 Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan X X X X X X X X X I X X X X X X X ’]1;21’ TB32, ’11;21’ ’1;332’ X X X X
267 Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, s 2,18, X X X X
B1, B2 B1, B2
268 Industri Barang Plastik Lembaran X X X X X X X X X I X T3 T3 T3 X X X 12, s 2,18, X X X X
B1, B2 B1, B2
269 Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) X X X X X X X X X I X X X X X X X EQI’ gig’ gzl’ ’1;;32’ X X X X
270 Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik X X X X X X X X X I X X X X X X X EQI’ 1]‘332’ ’]1;;21’ ’1];32’ X X X X
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271 Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl X X X X X X X X X I X Ik 12,3, 2, s,
3 T3 T3 X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
272 Industri Kaca Lembaran X X X X X X X X X I X X 12,3, 2, s,
X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
273 Industri Kaca Pengaman X X X X X X X X X I 12, s 2,1,
X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
274 Industri Kaca Lainnya X X X X X X X X X I 12, s 2,1,
X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
275 Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca X X X X X X X X X I X X X X X X X 2, s 2,1, X X X X
B1, B2 B1, B2
276 Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, T3, 12,13, X X X X
B1, B2 B1, B2
277 Industri Kemasan Dari Kaca X X X X X X X X X I X X 12, 13, 2,
X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
278 Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca X X X X X X X X X I X X 12, 13, 2,8,
X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
279 Industri Barang Lainnya Dari Kaca X X X X X X X X X I X X 12, s, 12,1,
X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
280 Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api X X X X X X X X X I X T3 T3 T3 X X X 12, s 12,18, X X X X
B1, B2 B1, B2
281 Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya X X X X X X X X X I X T3 T3 T3 X X X 12,15, 12, 18, X X X X
B1, B2 B1, B2
282 Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik X X X X X X X X X I X T3 T3 T3 X X X 12, s, 12,1, X X X X
B1, B2 B1, B2
283 Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik X X X X X X X X X I X T3 12, s 2,1,
118 155 X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
284 Industri Peralatan Saniter Dari Porselen X X X X X X X X X I X X 12, 13, 2,
X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
285 Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, 13, 2, X X X X
B1, B2 B1, B2
286 Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, IS 2,1, X X X X
B1, B2 B1, B2
287 Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik X X X X X X X X X I X X X X X X X 12,13, 2, s, X X X X
B1, B2 B1, B2
288 Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen X X X X X X X X X I X X X X X X X 12,13, 2, s, X X X X
B1, B2 B1, B2
289 Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, s, 2,1, X X X X
B1, B2 B1, B2
290 Industri Semen X X X X X X X X X I X X 12, s, 2,1,
X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
291 Industri Kapur X X X X X X X X X 1 X X 2,13, 2, 1%,
X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
292 Industri Gips X x | x X X X X X X I X X 2,8, || 12,
X X X X X Bl, B2 Bl, B2 X X X X
293 Industri Barang Dari Semen X X X X X X X X X 1 X X X X 2,13 2, 1%,
X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
294 Industri Barang Dari Kapur X X X X X X X X X I X X X X 12, s, 2,1,
X X X B1, B2 BI1, B2 X X X X
295 Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi X X X X X X X X X I X X X X X X X 2,13 2, 1%, X X X X
B1, B2 B1, B2
296 Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi X X X X X X X X X I X X X X X X X 2,13 2, 1%, X X X X
B1, B2 B1, B2
297 Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan X X X X X X X X X I X X X X X X X 12,13, 12,15 X X X X
B1, B2 B1, B2
298 Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri X X X X X X X X X I X X X 12,13, 12,15
X X X X B1,B2 | BI,B2 X X X X
299 Industri Mortar atau Beton Siap Pakai X X X X X X X X X I X X X 12, s 12,18,
X X X X B1,B2 | BI,B2 X X X X
300 Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya X X X X X X X X X I X X X X X X X 12,13, 12,15 X X X X
B1, B2 B1, B2
301 Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, e, 12,18, X X X X
B1, B2 B1, B2
302 Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, 13, 2,8, X X X X
B1, B2 B1, B2
303 Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, 13, 2,8, X X X X
B1, B2 B1, B2
304 Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya X X X X X X X X X I X X X 12, 13, 2,8,
X X X X B1,B2 | BI,B2 X X X X
305 Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl X X X X X X X X X I X X X X X X X g21’ 1]‘332’ ’]1;;21’ ’1];32’ X X X X
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306 Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making) X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 B1. B2 X X X X
307 Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) X X X X X X X X X I X X X X X X X 12,3, 2, s, X X X X
B1, B2 B1, B2
. . R . T2, T3, | T2, T3,
308 Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1. B2 X X X X
309 Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, 1, 12,18, X X X X
B1, B2 B1, B2
310 Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi X X X X X X X X X I X X X X X X X '11;21’ TBS2, 11_;,21’ ’11;532, X X X X
311 Industri Penggilingan Logam Bukan Besi X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, s 12,18, X X X X
B1, B2 B1, B2
312 Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi X X X X X X X X X I X X X X X X X 12, s, 2,18, X X X X
B1, B2 B1, B2
A . . . . T2, T3, | T2, T3,
313 Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 B1. B X X X X
. . . T2, T3, | T2, T3,
314 Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 B1. B X X X X
X . . T2, T3, | T2, T3,
315 Industri Pengecoran Besi Dan Baja X X X X X X X X X I X X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X X
. . . T2, T3, | T2, T3,
316 Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 Bl B2 X X X X
. . . . T2, T3, | T2, T3,
317 Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 Bl B2 X X X X
. . . . T2, T3, | T2, T3,
318 Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 Bl B2 X X X X
. . . S T2, T3, | T2, T3,
319 Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 Bl B2 X X X X
. . . . T2, T3, | T2, T3,
320 Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 Bl B2 X X X X
. . . . T2, T3, | T2, T3,
321 Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl B2 Bl B2 X X X X
322 Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas X X X X X X X X X I X X X X X X X EQI’ gsé ’]1;21’ ’1]-332’ X X X X
. . . T2, T3, | T2, T3,
323 Industri Senjata Dan Amunisi X X X X X X X X X I X X X X X X X Bl, B2 B1, B2 X X X X
. . . T2, T3, | T2, T3,
324 Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Da